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ABSTRAK 

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria sebagai dasar 

jaminan Hukum di bidang pertanahan, maka peranan tanah bagi pemenuhan 

berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bennukim maupun untuk 

kegi:mm usaha. Pendaftaran tanah bertujuan untuk membmtu masyarnkat 

memperoleh jaminan kepastian hukmn terbadap penguasaan dan pemilikan tanah, 

serta untuk membantu pemerlntab dalam melaksanakan kegiatan pandafuran 

tanab. Sehubungan dengan itu maka pemerintab mengangkat Pejabat Umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat ala! bukti mengenai perbuatan hukmn tertentu 

atas tanah sebagai dasar Pendaftaran Tanah. Pejabat Umum yang diberi 

kewenJ!Jlgan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukmn tertentu atas 

tanah itu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T). Akta tanah yang dibuat oleh 

PPAT merupekan Akta otendk, merupakan alat pembuktian yang sempuma bagi 

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak 

darinya tentang apa yang dimuat dalam nkta tenrebut. Seperti yang telah kita 

ketabui saat ini salah satu kasus sengketa tanah yang paling banyak disnrot adalah 

sengketa tanah antara Warga Meruya Selatan melawan PT. PORTAN!GRA, 

dimana PT. PORTAN!GRA dengan berbekal Putusan dari Mahkamah Agung, 

telah mengklaim sejumlah luas tanab di Meruya Selatan yang telah dihuui lebih 

dari 300 kepala keluarga Para warga yang telah bertabun-tabun mendiami tanab 

mereka di Meruya Selatan dan taat membayar p(\jak atas tanah mereka serta 

memiliki dokumen yang sah alas tanab mereka barns menyetabkan tanab miliknya 

kapeda PT. PORTAN!GRA. Warga yang menolak Putusan Mahkamah Agung 

sebagian kukuh pada dokun,en yang mereka miliki dan sebagian melakukan 

Gugatan Perlawanan. Namun dari Perdamaian sebagai hasil dari Gugatan 

Perlawanan tersebut dapat diketahui bahwa para warga yang tidak melakukan 

Gugata11 Perlawanan secara analogi tidak akan dapat melakukan Pengalihan Hak 

alas tanah mereka. Berhubungan dengan hal ini disinilah PPAT memegang peran 

penting yang menyertai pula tanggung jawabnya yang besar dalam menjamin 

berlangsungnya penegakan hukum dalam proses pendaft.arnn tanah. 
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ABSTRACT 

By an announcement of Undang-Undang Pokok Agraria as basic of 

land law enforcemen~ role of land to accomplishment various need will mounting 

as a place of living and also for business activity. Land registry is aim to assist a 

society to obtain rule of law guarantee fur land domination and land ownership, 

and also to assist government to execute an activity of land registry. In cormection 

of land registry, government inagurate a public functionary which given by an 

authority to make an evidence appliance of centain law action of land as a principle 

of land registry. Public Functionary which given an authority to make an evidence 

appliance of centain law action of laod is known as Deed of Land Maker 

Functionary (PPA T). Deed of Land made by PPAT is represent an Authentle Deed, 

that deed representing a perfect verification appliance to both perties and aU their 

heir and also the one who get belonging of him where of oontaland in the deed. 

Such as those which we have known In this time~ one of the land dispute case 

which at most floodlighted by is land dispute between Citizen of South Meruya 

fight against PT. PORTANIGRA, where PT. PORTAN!GRA with their Decision 

Stock from a Great Court have claimed wide of land in South Meruya which have 

been dwelt more than 300 family-head. Citizen which have through years inhabited 

their land in South Meruya and meekly pay for their land tax and also have a valid 

document to their land, have to detiver it to PT. PORTANIGRA. CitiZ'-'n whom 

refusing a Decision of Great Court, some of them still resist for a document which 

they have and the others conducting a Suing Resistance. But l>••ed on the Deed of 

Peace, we know that all citizen of South Meruya which do not conduct a Suing 

Resistance by an anaiogy will not earn to conduct the Transfer of their Land-llight 

From this case, PPAT taking a big rcaponsibility in guarantying also accompany 

which important role to hold course of land registry in law enforcement. 
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A. Latar Belalwlg Masalah. 

BABI 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar dari pendudulmya 

beiiilllla pencaharian ru bidang agraria baik sebagai petani yang memilild tanab 

maupun yang tidak memililci 1anab Tanab merupakan fuktor yang sangat penting 

bagi kelangsungan hidup bangsa. 1 Susunan perekonomian masyarakat Indonesia 

masih bercorak agnuis termasuk didalamnya/mencaknp kepemililom tanab baik 

sebagai hunian, industri maupun investasi, maka demi membangun masyarakat 

adil dan makmur diundangkanlab Undang-Undang Nornor 5 tabun 1%0 ten1ang 

Perarurnn Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga dupat disebut Undang-Undang 

PokokAgaria(UUPA) peda tanggal24 September 1960. 

Dengan berlakunya UUP A maka telah l<:ljaru perubaban fundanrental 

pada hukom agraria di Indonesia, terutama hukom dlbidang pertanaban yang 

biasa <lisebut dangan Hnkum Tanab. l'a>al 19 ayat (1) UUP A menyabutkan : 

Untuk menjantin kupastian hukom oleh Peoretintab <liadakan 

pendallnran taneh di selmnh wilayab Republik Indonesia menurut ketentuan­

ketentuan yang dlatur oleh Peraturan Peoretintab. 

Dentm diundangkaonya UUP A sebagai dasar jaminan Hnkum di 

bidang pertanehan, maka peraoan taneh bagi pemenuban berbagai keperluan 

aknn meningkal, baik sebagai tempat bennnkhn maupun untuk kegiatan usaba; 

sehubungao dengan itu aknn meningkat pula kebutuban aknn jaminan kepastian 

hukom di bidang pertanehan, yang mengacu peda ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam UUPA. 

I Nyoman Budi Jaya, S.H., C.N.., TUUauan yuridi.s tentang redistribusi tanah pertanian 4alam 
r.mgka pelaksan,.. landrefunn, (Yogyukartao Jjbeny Yogyakar!a, 19891 ball. 
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Pendaftaran tanah bertujuan untuk membantu masyarakat 

memperoleb jaroinan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan 

tanah, serta untuk membanm pemerintah untuk melaksanakan kegiatan 

pendafta:ran tanah maka pemerintah mengangkat P«iahat Umum yang diberi 

keweoangan untuk membuat alat bulcti mengenai perbuatan hukum tertentu alas 

taneb sebagai dasar Pendaftaran Tanah 

P~abat Umum yang diberi keweoangan untuk membuat ala! bukti 

mengenai perbuatan hukum tertentu alas taneb adalah P~ebat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Dalarn Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemeriniah No. 24 Tebun 1997 

tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa dalarn me!aksanakan pendaftaran 

taneb, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejahat Pembuat Akta T anah 

(PP AT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk me!aksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu menurut Peraturan Pemeriniah ini dan peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan. 

Pangangkatan PPAT oleh pemerintah (dalam hal ini adalah kepala 

Badan Pertanahan Nasional) merupakan W\liud nyata dari pemerintah untuk 

mOJljarnio kepastian hukum bak-bak alaS tanah; UUP A memeriniahkan kepada 

Pemeriniah untuk melaksanakan pendafta:ran tanah. Pasal I angka I Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peratunm Jahatan Pejabat Pembuat 

Akta tanab,menyebutkan: 

"Pejebat Pembuat Akta Tanah, selanjumya disebat PPAT, adalah 

pejebat umum yang diberi kewemmgan untuk membeat akta-alcta otentik 

men genal perbuatan hukum tertentu meogeru;: hak alaS tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun." 

Taoggung jawab yaag diemban PPAT sangat beaar dalam 

memberikan kepastian hukum dalam bidang hukum tanah kepada masyaraka~ 

sebab akta yaag dibuat oleh PPAT mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

bak alas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun mernpakan alat bukti 

dan dijadikao sebagai dasar bagi pendafta:ran peruhahan data pendafta:ran tanah 
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yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu; untuk melaksanakan tugas pokoknya 

sebagai pembuat akta perbuatan hukum tertentu mengenai hak alas tanah dan 

Hak Milik Alas Satuan Rnmah Susun, seorang PPAT mempunyai kewenangan 

membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas 

tanah dan Hak Milik Alas Satuan Rumah Susun yang ter!etak di dalam daerah 

kerjanyn. Akta yang dibual oleh PPAT adalah akta tanah; yang dimaksud dengan 

akta tanah uualah akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan-perbuatan 

hukum tertentu di bidang hukum tanah. 2 

Akta tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan Akta otentik, 

merupekao alai pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pibek dan ahli 

warisnya serta sekalian orang yang mendapet hak darinya tentang apa yang 

dimuat dalam akta tersebuL Sebagaimana Pasai-Pasal 1870, 1871 dan 1874 ayat 

(I) Kltah Undang-Undang Hukum Penlata (JJurgerlijk Wetboek) membedakan 

antan\ suatu akta otentik: dengan suatu akta dibawah tangan, yang mana masing­

masing Pasal ternehut berbunyi : 

1870:Suatu akta otentik memberikan diantanl para pibak beserta 

ahli waris-ahli warisnya alan orang-orang yang mendapet bak dari mereka, 

suatu bukti yang sempurna tentang ape yang dimnat didalamnya.' 

1871 :Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang 

sernpuma tentang ape yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan 

belaka, selainnya sekedar ape yang dituturkan itu ada hubungan langsung 

dengan pokok isi aktn. Jika ape yang termuat disitu sebagai suatu penuturan 

belaka tiduk ada bub•mgannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu 

banya dapat berguna sebagai permulaan penrbuktian dengan tu!isan_ 4 

Boedi Harsono. PPAT. Akta PPAT. dan Permasa!ahanoya, Mak:elah, Temu llmiah Maltas~ 
Notarial: se Indonesia, Candia Wilwa:rikta, Pandaan, Jawa Timor, 25-6 Agustus 1989, hal.2 

3 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (!Jurger/jjk Weltwe!). diterjemahkan olek 
R. Subelcti danR. 1jitrosudibio, E.disi Revisi, Cet ~27, (Jakarta:Paramita. 1987), Pasol 1870. 

4 Ibirl. Pasall811 
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1874 ayat (I):Sebagai tulisan-tulisan dibawah Iangan dianggap 

akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, 

surat-surat urusan rurnah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa 

perantaraan seorang pegawai umum. 5 

Akta Otentik merupakan bulcti yang mengikat yang berarti kebenaran 

dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut berus diakui oleh hakim, yaitu akta 

tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain 

yang dapat membuktikan sebaliknya. 

Da!am pe!aksanaan pendaftaran tanah guna mewujudkan 

terlaksananya Catur tertib pertanahan yang meliputi, tertib hukum pertanahan, 

tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan 

tanah dan lingkungan hidup, peran serta tanggung jawab yuridis PPAT 

mengambil bagian yang sangat penting didalamnya; perkembangan ini tentu 

menuntut ketersadiaan tenaga PPAT yang profesional guna mencegah timbulnya 

masalah dalam pembuatan akta tanah sehingga menimbulkan efek terhambatnya 

pelaksanaan catur tertib pertanaban. 

Seperti yang telah kita ketahui saat ini salah satu kasus sengketa tanah 

yang paling banyak disorot adalah sengketa tanah antara Warga Meruya Selatan 

melawan PT. PORTANIGRA, dimana PT. PORTANIGRA dengan berbekal 

Putusan dari Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 2000 nomor 570 K/1999 yang 

sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya karena mencabik-cabik 

tatanan UUP A, telah mengklaim sejumlah luas tanah di Meruya Selatan yang 

telah dihuni lebih dari 300 kepala keluarga. Para Warga yaGg telah hertahun­

tabun mendiami tanah mereka di Meruya Selatan dan taat memhayar pajak atas 

tanah mereka serta memiliki dokmnen yang sah alas tanah mereka barus 

menyerahkan kepada PT.PORTANIGRA yang notahene diakui sebagai 

pemegang hak yang sah dengan berbekal Putusan dari Mahkamah Agung 

Ibid, P:w!l1874 ayat ( t) 
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tersebut diatas yang berdasarkan pada sural Girik yang dimiliki PT. 

PORT ANI ORA. Warga yang menolak Putusan Mahkatnab Agung sebagian 

kukuh pada dokumen yang mereka miliki dan sebagian melakukan Ougatan 

Perlawanan. Pasca putusan Mabkarnab Agung, dari keseluruhan 6000 warga 

yang bersengketa, sebanyak 1600 melalrukan Ougatan Perlawanan. Saat itu 

kondisi Warga diatas angin,karena kasus ini benar-benar disorot dan publikasi 

yang teljadi socara besar-besaran dikarenakan memang banyak pibak y.::.:.g 

memiliki kesamaan kepentingan dari sengketa tanab tersebut (sebagai contoh 

dari pihak DPR. DP A, PEMDA berkaitan dengan imbas yang ditimbulkan 

karena komplek perumaban DPR dan DPA yang terletak di tanab sengketa dan 

para pengusaba), maka dicapailab suatu Perdamaian yang menyepakati babwa 

PT. PORTANJORA akan melepaskan Putusan Mabkarnab Agung kbusus untuk 

warga yang melakukan Ougatan Perlawanan, baik yang memiliki sertifikat tanab 

atau yang banya mendliki dokumen pendukung yang lain (berupa Oirik). 

Namun dari Perdamaian tersebut dapat dikotabui babwa para warga 

yang tidak melakukan Ougatan Perlawanan secara aualogi tidak akan dapat 

melalrukan Pengaliban Hak atas tanab mereka; hal ini eukup mengusik bila di 

lilmt dari rasa Keadilan dan dari sndut Hukum Agtaria. Dari sudut Hak Asasi 

Manusia perihal ini tentu Sl\ia arnat disorot karena menyangkut harkat bidup 

olllllg banyak; sebagai eontoh; bagaimanakab perlakuao dapat diketakan layak 

bila ada salab salu atan beberapa warga yang dalarn kondiai sakit dan tidak 

memiliki tempat tinggal lain selain di Meruya Selatan; atau bagaimana bila ada 

warga yang sangat membutubkan >Jallg dao harus menjual salu-satunya tanab 

miliknya yang terletak di Meruya Selatan dao keperluan mendesak itu terbambat 

karena pada saat itu dia tidak dapat me1alrukan pengaliban bak terbadap 

tanabnya; sejaab mana pula dapat dilindunginya kepentingannya bagi warga 

yang tidak mengajakan Ougatan Perlawanan karena bakan warga asli Mernya 

Selatan sebingga saat itu tidak berada di terapat dao sejaab mana dilindunginya 

ttpL'!ltinb""'"nya bagi w:rrga yo::g tidak m.-:'.gajukan Ougatan Perlawanan karena 

tidllk 1lliilllpu se=a Finansial; berhubangan dengan bal ini disinilab PPAT 
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memegang peran penting yang menyertal pula tanggnng jawabnya yang bcsar 

dalarn menjarnin berlangsungnya penegakan hukum dalrun proses pendaftaran 

tanah. 

Bendasarkan peparan diatas, timbul minat penulis untak membuat 

tesis dengan judul "ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PPAT DALAM 

PENGALIIIAN HAK ATAS TANAH Dl MERUYA SELATAN PASCA 

PUI'USAN PERDAMAlAN (WARGA MERUYA SELATAN VS PT. 

PORTANIGRA) BAG! WARGA MERUYA SELATAN YANG TIDAK 

TURUT MELAKUKAN GUGATAN PERLAW ANAN". 

B. Pokok Permasalahan 

Salah satu upaya terciptanya kondisi catur tertib pertanahan menurut 

Pas a! 19 UUP A adalah dengan dilakaanakannya pendaftaran tanah; sebagai 

pengaturannya maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; tujuan di terbitkannya aturnn tersebut 

adalah untuk menjamin kepastian hukum terbadap pemegang bak atas tanah. 

Akan telllpi pada prnktiknya disaat masyarakat sudah mulai memaharni arti 

penting pendaftaran tanah sebagai salah satu perwujudan catur tertib pertanahan 

sebagai jantinan perlindungan dan kepastian hokum terhadap hak-hak sah 

mereka terbadap tanah, sikap pusitif itu justru dinodai oleh perbuatan 

seke1ompuk orang terteotu yang mengakibatkan perwujudan pendaftaran tanah 

sebagai jaminan perlindungan dan kepastian hukum menjadi kabur. Ironisnya 

segelintir oknum rersebut justru rnereka yang mengerti dan pubarn bahkan 

mernpunyai kewenangan dan akses khusus dan tersendiri dalarn pelaksanaan 

proses pendaftaran. Kasus sengke!a tanah yang terjadi di Meruya Selatan-Jakarta 

Barat adalah contoh betapa dalam kepemilikan sertipikat tanah nyatanya negara 

tetap tidal< dapat menjamin sebuah perlindungan dan kepastian hakum alas hal< 

kepemilikan tanah, walaupun bak tersebut didapatkan melalui sebuah proses 

yang sesuai dengan Pasal 19 tnJPA mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah 

dan Peraturan Pernerintah nomor 24 lllhun 1997 tenlllng Pendaftaran Tanah 
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sebagai pengaturannya. Putusan »Kontroversial" Mabkamah Agung jelas adalah 

cerminan dari imbas perbuatan oknum tertentu yang secara melawan hukum 

memanfaatkan celah hukum serta kewenangan tertentu yang dimilikinya guna 

kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu. Dari lreseluruhan sebanyak 

6000 warga yang bersengketa, sahanyak 1600 warga melakukan Gugatan 

Perlawanan, saat itu kondisi Warga diatas angin. karena kasus ini benar-beoar 

disorot dalam skala nasional, publikasi yang te!jadi besar-besaran karena banyak 

pihak yang memiliki kesamaan lrepentingan. Maka dicapailah suatu Perdamaian 

yang mensepakati bahwa PT. PORTANIGRA melepaskan Putusan Mahkamah 

Agung khusus untuk warga yang melakukan Gngatan Perlawanan, baik yang 

memiliki sertifikat tanah alan yang banya memiliki dokumen pendukung yang 

lain. Narnun bagaimana dengan para warga yang tidak melakukan Gugatan 

Perlawanan; sejanb mana ditindunginya kepentingannya begi warga yang tidak 

mengajukan Gugatan Perlawanan karena bukan warga asli Meruya Selatan 

sehingga saat itu tidak berada di tempat dan sejanh mana diliadunginya 

kepentingannya bagi warga yang tidak men!l'liukan gngatan pedawanan karena 

tidak mampu """"""Finansial. PPAT dalam raugka menjalankan tugas dan peran 

penting selaku pejabat pelaksana pendaflaran tanah bertanggung jawah untuk 

memeriksa syarat-syarat wtuk sabnya perbuatan hukum yang bersangkutan; 

dengan antara Jain moncocokan data yang terdepet dalam sertipikat dengan 

daftar.daftar yang ada di Kantor Pertanaban. Akta PPAT horus dapot 

menyesuaikan dalam segala kondisi sahingga dapat dibuat sedemikian rupa agar 

bisa dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan 

pernbebanan hak yang bersangkutan, PPAT wajib segera rnonyampaikan akta 

yang dibuatnya kepeda Kanror Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses 

pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan { tujuh hari sejak 

ditandatanganinya Akta). 

Jelas bahwa PPA T memegang peran penting dalam menutup celah 

yang memberi kesernpatan okuum-okuurn tertentu dalam melakukan 

penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan pihak-pihak tertcotu dalarn 
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sebuah proses pendaftaran tanah; seiring dengllll peran penting yang 

diembllllnya, menyertai pula tanggnngjawab yang besar PPAT dalam menjamin 

berlangsungnya penegakan hukum dalam proses pendaftaran tanah. 

Berdasarkan uralan tersebu~ maka penulis di dalam Tesis ini 

beJIDaksud meneliti pokok-pokok peJIDasalahan sebagai berikut: 

I. Bagaimanakah proses pendaftaran peralihan hak alas tanah yang tetjadi di 

tanah-tanah Meruya Selaf"n yang bersengkefa? 

2. Bagaimanakah kewenangan dan tanggnng jawab ynridis PPAT dalarn 

pongatiban hak alas tanah di Meruya Se!atan pasca putusan perdamaian 

antara Warga melawan PT.PORTANIGRA bagi warga Meruya Se!atan yang 

tidak tumt melal.-ukan Gugatan Perlawanan7 

C. Metode Penelitian 

Da!arn melakukan penelitian penulis menggnnakan metode penelitian 

kepnstakaan dan metode ponelitian lapangan dangan menggnnakan pondekstan 

yang betsifu.t ynridis-normatif. Dalll yang dipergnnakan dalarn penyasnnan 

penulisan ini adalnb dalll primer yang diperoleh melalui wawancam dengan 

pihak-plhak yang bersangkntan dan dalll selrunder diperoleh melalui litemtur­

literatur kepustakaan. 

Adapun ala! pengnmpulan dalll yang dipergnnakan adalah : 

!. Sludi kepustakaan. 

Bahan huknm primer yang dignnakan yaiJu an!ara lain Undang-Undang 

Nomor 5 tabnn 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Polrok Agraria, Peraturan 

Pemerintab Nomor 24 lainm 1997 tentang Peadaftaran Tanah beriknt 

Penmmm Kepala Badan Pertanahan Nasiorud No. 3 lainm 1997 Tentang 

Pelaksanaan Peadaftaran Tanah, Peraturan Pemerintab nomor 37 lainm 1998 

tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 lainm 2006, 

dengan nguan mernperoleh ketentuan yuridis tentang masalab-masaleh yang 

akan dibehas. Bahan haknm selrunder anfara lain buku-bnlro tentang 

pertanaban Bahan hokum tersier antara lain karnus mengenai istilah-istilah 
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hulann sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang 

akan dibahas. 

2. Melakukan wawancam dengan infonnan yaitu pihak yang terlibat seperti 

PPAT yang berlredudukan di Meruya Selatan Jakana Barat, para pmktisi 

hukum yang berkaltan setta berkepentingan dan terlibat secara langsung dalam 

kasu:s sengketa tanllh di Meruya Selatan, setta pejahat Badan Pertanaban 

Nasional (BPN) Jakana Bamt. Wawancara adalah salab satu dari alat 

pengumpulan data yang menggali seeara mendalam dengan tujua.n untuk 

mendapatkan infui1ll11Si atau data guna mendukung serta memperoleh 

pengetahuan teotang topik yang akan chbahas. 

D. SiBiematika PennUsan 

BAB I PBNDAHULUAN 

8ab ini merupakan pengantar nntuk memasuki !Jab..hab selanjutnya 

yang menjelaslam hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pekok. 

Bab ini dihagi menjadi empat sub bah. Pertama menganai iBtar 

belakang masalab yang menjadi pendorong hagi penulis untuk 

memhahasnya, Kedua mengenai pekok peilll1lSalahan. Keliga 

mengenai metode penelitian. Keempat mengenai sistematika penulisan 

yang berisi pembahalam tesis secam menyeluruh mangenai lsi tesis ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bah ini terdiri atas dua sub bah yang meliputi: 

A. PllNGERTIANPPAT 

Sub bab ini meneranglam pengertian PPAT, tugas serta 

kewenangan PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

1998 tentang Peraturan Jahatan Pejahat Pembuat Akte Tanah 

B. CATUR TERTIB PERTANAHAN 
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Pada Sub bab ini dibahas mengenai pengertian catur tertib 

pertanahan, dasar hukum pelaksaruuut catur tertib pertanahan. 

BAB ill PEMBAHASAN 

ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PPAT DALAM 

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH Dl MERUYA SELATAN 

PASCA PUTUSAN PERDAMAIAN (WARGA MERUYA 

SELATAN VS PT. PORTANIGRA) BAGI WARGA MERUYA 

SELATAN YANG TIDAK TURUT MELAKUKAN GUGATAN 

PERLAWANAN 

A. I'RAKTEK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

PPAT TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI 

MERUYA SELATAN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL 

TERHADAP PPAT DALAM MELAKSANAKAN TANOOUNG· 

JAWABNYASEBAGAI PEJABATUMUM 

Pada bab ini dibahas bagaimana seomng PPAT setempat 

melaksanakan tugasnya diwilayah Meruya Selatan (terutama PPAT 

yang berkaitan langsung dengan sengketa tanah Warga Meruya 

Selatan melawan PT. PORT ANIGRA) sesuai dengan catur tertib 

pertanahan dan sampai sejanh mana pertanggung jawaban PPAT 

berkaitan dengan penserti.fikaian tanah (di lokasi penelitian) serta 

akibat hukum yang timbul terhadap PPAT dalarn melaksanal<sn 

tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum dihubungkan dengan 

l<ssus sengketa tanah di Meruya Selatan, Jakarta Barat Bab ini 

dibagi menjadi 3 (tiga) Sub-Bab yaitu: 

a. TugasdanWeweuangPPAT; 

b. Pelaksanaan Tugas PPAT di Meruya Selatan; 

e. Alcibat Hukum yang Timbul Terhadap PPAT dalarn 

Melaksanakan Tanggung-jawabnya Sebagai Pejabat Umum. 
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B. KEWENANGAN PPAT DALAM PENGALlliAN HAK ATAS 

TANAH Dl MERUYA SELATAN PASCA PUTUSAN 

PERDAMAJAN BAG! PARA WARGA YANG TIDAK TURUT 

MELAKUKANGUGATANPERLAWANAN 

!'ada Bah ini dibahas kronologis singkat dari dasar-dasar yang 

digunakan Warga Meruya Selatan dalarn gugatan perlawanannya 

yang melahirl<an sebnab putusan perdamaian yang berhubungan 

dengan kewenangan PPAT dalam Pengatihan Hak a!Bs tl.nah di 

Meruya Selatan pasca Petusan Perdamaian bagi pam warga yang 

tidak turn! melakulom gugatan perlawanan. 

BAB IV PENUfUP 

Bab ini berisi kesimpulau dan sanm. 
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BABll 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Peja""'t Pembuat Aida Tanah 

' 

Meogenai PPAT diatur dalam Peraturan Pemerinlllh Nomor 37 Tabnn 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat akta Tanab. PPAT adalah Pejabat 

Umum yang diberi lrewensngan untuk mem&uat likla-skla otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai Hale at.. Tanab atau Hak Mi!ik Atas Satuan 

Rumah Sustm; Daerah lrerja PPAT temwat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah 

No.37 Tahun 1998 yaitu suatu wilayah lrebupatenlkotaml!dya. 

Tidak seperti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang Peadaftaran Tanah, Pernltmm Pemerintah Nomor lQ tahuu I%1 tidak 

secara tegas menguugkapkau meugenai arti dati PPAT sebagai Pejabat Umum 

yang bertugas membantu pelaksanaan Peudaftaran Tanah; seperti yang tercantum 

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 bahwa setiap 

perjanjian yang bermaksud memiudahkan hak atas Tanah, memberikau sesuatu hak 

barn atas Tanah, menggadalkau Tanah a tau meminjam uang dengan hak at.. Tanah 

sebagai Tanggungan, barns dlbuktikan dengon suatu akta yang dlbuat oleh dan 

dihadapan pejahat yang ditunjnk oleh Menteri Agraria dan akta tersebut bentuknya 

dltetapkan oleh Menteri Agraria',. den sebagai f"''aksanaan ketentuan Pasal 19 

Perntumn Pemerintah Nomor 10 tahun 1%1 diterbilkan Perntumn Menteri Agraria 

Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjnkae Pejabat yang dimaksud dalam Pasall9 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 196L Pasal I ayat (I) P<:llltumn Menteri 

Agraria Nomor 10 tahun 1961 menyebulkan bahwa untuk setiap Kecamatan atau 

Indonesia. Peraturan Perncrintah Nomar 10 tahun 1961 tentang Pemiaftaran T41'Ulh, 
Lembaran Negara Nomor 28 tahun 1961, Tambaben Lcrnbaran Negaro.Nomor2344, Pasall9. 
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daeroh yang disamakan dengan itu (selanju1nya dalam Pemturan ini disebut 

Keca:matan), diangkat seorang Pejabat yang bertugas membuat akta peljanjian 

yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Pemturan Pemerintah Nomor 10 tahm 1961; 

sedangkan yang dapat diangkat sebagai Pejabat tersebut adalah: 

a. Notaris. 

b. Pegawai-Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agmria 

yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Pemturnn­

Pemturan Pendaftaran Tanah dan Pemtumn lainnya yang bersangkutan dengan 

persoalan peralihan hak atas Tanah. 

c. Para pegawai Pamong Praja yang pemah melakukan tngas sebagai seorang 

Pejabat. 

d. Orang-<>rang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Mentari 

Agmria'. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 

Ielah disebutkan mengenai tugas PPAT, yaitu sebagai Pejabat yang berwenaog 

untuk membuat akta pemindahan hak milik alas satuan rumah Susun dan akta 

pembebanao hak Tanggungan atas satuan Rumah Susun; sehingga secam defacto 

maupun <kjure telah diakui kedudukan Pejabat yang bertugas membuat akta 

tentang peralihan bak alas Tanah sebagai pejabat yang bertugas membantu 

jalannya Pendaftaran Tanah. 

Pada tanggal 9 April 1996 berlaku Undang-Undang nomor 4 tahun 

1996 tuatang Hak Tangungan Alas Tanah Beserta Benda-Benda Y aog Berkahan 

Dengan <anah. Pasall angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menyatakan, 

Pejabl!t Pembuat Akta Tanah adalah sebagai Pejabat Umum., yang diberi 

wewenang untuk membeat akta pemindaban hak atas Tanah, akta pembebanan hak 

atas Tanah dan akta pemberian kuasa membebeukan Hak Tanggungan menurut 

Peraturan Perundang-undaegan yang beriaku. Undang-Undang nomor 4 tahnn 

indonesia, Peraturon Pemerintah NOtrtQr 1(} talum 1961 tentang Pendaftaran Tl)nah, 
Lembaran Negara Nomor 28 tnhu.o 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2344, Pasa13 ayat (1 ). 
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1996 tersebut secara jelas telah menyebutkan status dan kedudukan PPA T sebagai 

Pejabat Umum. 

Sebagai pengganti Peraturan Pemerinlah nomor 10 lahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah, Pemerintab. pada tanggal 8 Juli 1997 telah mengundangkan 

Peraturan Pemerintab. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftanm Tanah yang mulai 

berlalru pada tanggai 8 Oktober 1997. 

Peraturan Pemerintab. Nomor 24 tab.un 1997 mensyaratkan bahwa 

dalam me1aksanakan Pendaftaran Tanah, PPAT melaksanakan togas membantu 

Kepala Kantor Pertanahan da1am rangka pelaksanaan kegiatm Pendaftaran Tanah, 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerinlah Nomor 24 tab.un 1997 menyatakan bahwa 

dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanaban dibantu oleh 

PPAT dan pejabat lain yang ditugaakan untuk melaksanakan kegiatan-kegintan 

tertentu menurut Peraturan Pemerinlah ini dan Pemturan Perundang-undangun 

yang be"""'gkntan.' 

Sehubungun dengan itu, secara jelas pengertian PPAT termuat Pasal I 

angka 24 Pemturan Pemerinlah 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pejabet 

Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta tanah tertentu9 dan yang dimaksud dengun akta-akta tertentu 

merupakan akta-akta yang bentuknya diatur oleb Undang-Undang yang 

bersangkntan, yaitu, akta pemindaben dan pembebanan Hak Atas Tanah dan Hak 

Milik Atas Satuan Rnmab Sesun, serta akta pemberian Kuasa untuk membebankan 

Hak Tanggungun. 

Pendaftaran Tanah mefU!.Jkan kegiatan Tala Usaha Negara, 

sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal l angka l Undang-Undang Nomor 5 

tab.un 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan PPAT dalam kegiatan 

Pendaftaran Tanah adalah pembuatan akta-akta Tanah tertentu sebagai yang 

disebut da1am Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 teotang Hal< Tanggungun. 

Akta-akta tersebut berfungsi sebagai sumber data yang diperlukan dalam raogka 

ibid, hal6 .,yat (2) 
ibid., Pasall !Uigial 24. 
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pemeliharaan data yang disimpan dikantor Pertanahan. Maka kegiatan PPAT 

merupakan kegialan Tala Usaha Negara, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlalru. Menunrt ketentuan Pasal I angka 2 Undang­

Undang Nomor 5 tabun 1986 tentang Peradilan Tala Usaha Negara, PPAT adalah 

Pejahat Tala Usaha Negara, dengan demikian terbadap PPA T berlalru juga 

ketentuan yang ada dalam Undang·Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan 

Tala Usaha Negara. 10 

Ketentuan Pasal 7 ayal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah menyebalkan bahwa Peraturan Jahatan PPAT 

sebagahnana dimaksud pada ayat (I) diamr dengan Peraturan Pemerintab 

tersendiri. 11 

Peraturan Pemerintab sebagai perwujndan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 

Pemerintab Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Peraturan 

Pemerintab Nomor 37 tahun 1998 tentang PeraturarLJahatan Pejabat Perobuat Akta 

Tanah. yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1998 (Lembaran Negara Nomor 

1998-52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746). Sebagai Pelakaanasn 

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pernerintab Nomor 37 tabun 

1998, pada tanggal 16 Mei 2006 Kepala Bndan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 1 tabun 2006 tentang Ketentuan Pelakaanasn Peraturan 

Pemerintab Nomor 37 tahun 1998 tetang Peraturan Jahaten P~ahat Pembuat Akta 

Tanah. 

Pasal 1 angka I Peraturan Pemerintab Nomor 37 tabw 1998 

rnenyebalkan bahwa Pejahat Pombuat Akta Tanah. selanjutnya disebat PPAT 

adalah Pejahat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

Indonesia,. Undan_g-undang Nom or 5 tahun 1986, Ten1ang Peradilan Tala Usalro Negara, 
Pasallayat 2. 

u Indonesia. OP.Cil., Pasal7 ayat (3) 
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mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai bak alas Tanah atau Hak Milik Alas 

Satuan Rumab Susun.12 

Ditinjau dari pengertian PPAT merwrut Peraturan Perundang­

undangan. dapat dikotahui bahwa hakikat jabatan PPAT adalah: 11 

a PPAT adalah Pejahat Umum yang diberi tugas dan wewenang khusus 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta yang 

.aembuktikan, bahwa telah dilakukan di hadapllllllY" perbuatan bukum 

peruindahan bak atas Tanah, atau bak milik atas satuan Rumah Susun dan 

pemberian bak atas Tanah; 

b. Akta yang dibuatnya adalah akta yang otentik, yang banya PPAT lab yang 

berhak membuatnya; 

c. PPAT adalah pejabet Tata Usaha Negara, karena tugasnya di bidang 

penyelenggaraan Pendaftaran Tanah yang merupakan l!:egiatan di bidang Tala 

Usaha Negara; 

d. Akta PPAT bul!:an surat Keputusan P<;iabet Tata Usaha Negara, karcna akta 

adalab relaas, yaitu suatu lapornn rertulis dari pembuat akta berupa pernyataan 

mengenai Ielah dilakuk:annya oleb pibak·pihak tertentu suatu perbuatan hukum 

di hadapannya pada suatu wal!:tu yang disebut dalam akta yang bersangkutan; 

e. Yang merupalmn keputusan PPAT sobagai Pt;jabat Tata Usaha Negura adalah 

keputusan menolak atau mengabulkan permohonan pihak-pihak yang datang 

kepadanya untuk dibrmtkan akta mengenai perbuatan bukum yang mereka 

akan lalruk:an di hadapannya Memberi keputusan menolak atau mengabulkan 

permohonan tersebut merupalmn kewajiban PPAT. Dalam bet syaratnya 

dipenuhi wajib ia mengabulkan permohonan. Sebetiknya dalam hal ada syarat 

lidak dipenuhi PPAT wajib menolak. 

12 Indonesia, Peratwan Peme:rintah Nomoi' 37 talrun 1998 tentang Perahln:m Jabatan PPjaboi 
Pembuat Akla Tonah, l.embaran Negara Nomor 1998-52, Tambahan Lcmbaran Negara Nom or 3746. 

13 Boedi HllrSQno., Hukum Agratfolndonesi(l Himpunrm Peraturan Hukwn Tanah:. Djambatan. 
Jakana: 1994, bal485. 
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Tugas dan wewenang pokok PP AT adalah melaksanakan sebagian 

kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat ak.ta yang sifatnya Otentik sebagai 

bukti telah dilakukannya kegiatan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

Tanah atau hale milik alas satuan Rumah Susun, yang alean dijadikan dasar bagi 

Pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan 

Hukum tersebut. A.P. Par/indungan menyatalean bahwa tugas PPAT adalah 

melaksanakan suatu recording of deeds of conveyance, yaitu suatu perekaman 

pembuatan aleta Tanah yang meliputi mulasi hale, pengikatan jantinan dengan hale 

alas Tanah sebagai Hale Tanggungan, memberikan hale baru di alas sebidang Tanah 

(Hale Guna Bangunan di alas Hale Milik atau Hale Paleai di alas Hale 

Milik)ditambah membuat sura! kuasa memasang Hale Tanggungan. 14 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 

mensyaratkan bahwa penjualan atas satuan Rwnah Suswt wajib dilakukan 

dihadapan PPAT yang bertugas membuat aktajual beli tersebut. Jual beli tersebut 

diikuti dengan Pendaftaran Pemindahan Hale pacta kantor Pertanahan 

Kabupaten!Kota yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 

I angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hale Tanggungan yang 

memberikan wewenang kepada PPAT untuk membuat akta pemindahan hak atas 

tanah, akta pembebanan hale alas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan 

Hak. Tanggungan menurut Peraturan Perundang~undangan yang berlak.u. 

Menurut Pasal 2 ayat (!) Peraturan Pemerintah nomor 3 7 tahun 1998 

tugas pokok PPAT adalah melaksanalean sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah 

dengan membuat akta yang berhubungan dengan Tanah atau Hale Milik atas Satuan 

Rutnah Susun sebagai bukti yang bersifat Otentik bahwa telah dilakukannya 

perbuatan hukwn mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rwnah 

Susun yang akan dijadikan sebagai dasar Pendaftaran, perubahan data Penda:ftaran 

Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukutn itu. Kegiatan Pendaftaran Tanah 

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia berdasarkan PP No.24 tahun 1997, 
(Mandar Maju, Bandung: 1999), hal 83. 
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yang dilakukan oleh Pemerinlllh menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok 

Agntria, meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembulruan Tanah; 

b. Pendaftarnn hak-hak alas Tanah dan peralihan hak-hak tersehut; 

c. Pemberian surat Ianda bukti bak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat 

Kegiatan Pendaftaran Tanah dalam Pasall9 ayat (2) UUPA dijaharkan 

Jebih Janjut daltliil Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 

a. Kegiatan Pendaftarnn Tanah untuk pertama kali ( Opzet atau Initial 

Registration). Yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali 

menurut Pasal I angka 9 Pereturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah 

kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terbadap objek Pendaftarnn Tanah 

yang belurn didaflar berdasarkan Pereturan Pemerinlllh No. 10 Tahun 1961 

atau Pemturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah untuk 

pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftarnn Tanah secara sislematik dan 

Pendaftarnn Tanah secara sporadik.Pendaftarnn Tanah seeara sistematik 

dilakukan secara massaal, ada yang dilaksanakan atas inisiatif dari Pemerintah 

dan ada yang atas swadaya masyamkal (i.nisialif dari pemegang hak atas 

Tanah). Pendaftaran Tanah seeara sistematik dilakukan melalui Ajudikas~ 

yang dalam pe1aksanaannya dibentuk Panitia Ajudikasi oleh Kepala Badan 

Pertanahan Nasioruil untuk Pendaftaran Tanah secara sislematik atas inisiatif 

dari Pemerintah, atau Kepala Kantur Wtlaysh Badan Pertanahan Nasioruil 

Provinsi yang ditunjU:' o1eb Kepala Badan Pertanahan Nasioruil untuk 

Pendaftaran Tanah seeara sistematik atas swadaya masyarakat (inisiatif dari 

pemegang hak atas Tanah). Pendaftarnn Tanah seeara spotadik dilak<allakan 

atas permintaan pihek yang berlrepentiogan, ada yang ·bersifat perseorangan 

(individual), dan ada yang bersifat massaal. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk 

pertama kali, meliputi: 
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a).Pengumpulan dan pengo!ahan data fisik.Untuk keperluan pengumpulan dan 

pengolahan data tisik di!alcnkan kegiatan pengukeran dan pemetaan. 

Kegiatannya, meliputi: 

I) Pembuatan peta dasar Pendaftaran; 

2) Penetapen batas bidang-bidang Tanab; 

3) Pengukeran dan pemetaan bidang-bidang Tanab dan pembuatan peta 

Pendllftaran; 

4) Pembuatan datisr Tanab; 

5) Petabuatan swat ukur. 

b).Pembuktian bak dan pembukuannya. Kegiataanya, meliputi: 

I). Pembuktian bak baru; 

2). Pembuktian bak lama; 

3). Pembukuan bak. 

c). Penerl>itan sertipikat 

d). Penyajian data fisik dan data yuridis. 

e). Penyimpenan dafiar umum dan dokumeiL 

b. Kegiatan pemelilwaan data Pendatisran Tanab (Bijhouding atau 

Maintenance). Yang dimaksud kegiatan pemelilwaan data Pendatisran Tanab 

menurut Pasal I angka 12 Peraturan Pemerintab No. 24 Tabun 1997, adalah 

kegiatan Pendatisran Tanab untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis 

dalarn peta Pendaftaran, datisr tanah. datisr nama, sum ukur, buku tanah. dan 

sertipikat dengan perubahan-perubahan yang le!jadi kemudlan. Pemelilwaan 

data Pendatisran Tanab di1alcnkan apabila le!jadi perul>'lban pada data fisik 

atau data yuridis objek Pendatisran Tanab yang telab terdaftar. Pemegang bak 

yang bersangkutan Wl\iib mendatisrkan perubahan data fisik atau data yuridis 

tersebut kepeda Kepala Kantor Pertanaban Kabupaten{Kota setempat untuk 

dicatat dalam buku Tanab. Kegiatan pemelilwaan data Pendaftaran Tanab, 

terdiri atas: 

a). Pendatisran pemlihan dan pembebanan bak Kegiatannya meliputi: 

1 ). Pemiudaban bak; 
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3)< Peralihan hak karena pewarisan; 
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4). Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 

kope!BSi; 

5). Pembebanau hak; 

6)< Penolakan Pendaftamn peralihan dan pembebanau hak; 

b)< Pendaftaran perubaban dataPendaftaran Tauab. Kegiatannya, meliputi: 

l )< Perpanjangan jangka waktu hak alas Tanab; 

2)< Pemecaban, pemisahan dan penggabungan bidang Tanab; 

3)< Pembagian hak bersama; 

4)< Hapusnya hak alas Tanab dan Hak Milik Alas Satuan Rumab 

Susun. 

5). Peralihan dan bapusnya Hak Tanggnngan; 

6). Perubaban data Pendaftamn Tanab berdasarkan putasan alan 

penelllpan peugadilan; 

7). Perubaban nama. 

8). Peralihan hak karena jual beli, rukar menukar, hibah, pemaaukan 

dalarn perusahaan, dan perbuatan hukmn pemindahan hak lainnya; 

9). Peralihan hak karena pewarisan; 

I 0). Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan pen1Sabaan 

atau koperasi; 

11). Pembebanau Hak Tanggungan; 

12). Peralihan Hak Tanggungan; 

13). Hapusnya hak alas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Alas 

Salnan Rumab Susun,'danHak Tanggungan; 

14). Pemhagiao hak betsama; 

15). Pernbaban data Pendaftaran Tanab herdasarkan putusan 

pengadilan alau penelapan Ketua Pengadilan; 

I 6). Perubaban nama akibat pemegang hak yang ganli nama; 

17). Pe!Jllllliangan jangka waktu hak alas Tanab. 
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Dari dua macam kegiatan Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemelibaraan data Pendaftaran 

Tanah sebagaimana ditetapkan dalam Penrtman Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 

maka kegiatan yang menjadi tugas utama Pejabat Pembuat Aida Tanah (PPAT) 

adalah pada kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanab. Pada kegiatan 

pemeliharaan data Pendaftaran Tanah terdapat perbuatan hukum mengenai hak alas 

Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rnmah Swrun, betupa pearindaban hal<, 

pembagian hak bersama, pembebanan flak Tanggnngan, pemberian flak Guna 

Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, dan pemberian kuasa membebankan 

flak Tanggnngan. Dalana perbuatan hukum mengenai hak alas Tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun dibutuhkan bantuan Pc;jabat Pembuat Aida Tanah 

(PPAT) untuk membuat akta. 

Perbuatan Hukum dalam bidang Pertanaban yang batus dibuktikan 

dengan akta PPAT adalah sebagai berikut: 15 

a. Juai Beli; 

b. Tukar Menakar; 

c. Hibah; 

d. Pemasakan ke dalam pemsah.aan (lnbreng); 

e. Pembagian hak hetsama; 

f. Pemberian Hak Guua Bangunan!Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 

g. Pemberian Hak Tanggangan; 

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggnngan. 

Tugaa PPAT dalana membuat akta yang berlmitan dengan Pertanahan 

dalam rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah,antam lain yaitu: 

Tndonesia.~.cit, Pasal2 ayat (2}. 
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a. Sebelum melaksanakan pembustan alcta mengenai pemindahan atau 

pembebanan hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPA T 

wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kota setempat mengenai kesesuaian sertipikat bak atas Tanah atau 

Hak Milik Alas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan dafta:r.daftar 

yang ada di Kanter Pertanahan Kabupetenl Kota setempet deogan 

memperlibatkan sertipilmt asli. 

b. PPAT banya dapat menandatangani alcta pemindahan bak alas Tanah atau Hak 

Mllik Alas Satuan Rumah Susun pada saat wajib pajak menyerahkan bukti 

pembayaran ~ak berupa Sural Setoran Bea Peroleban Hak Alas Tanah dan 

Bangunan (SSB), bukti pelunasan pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) atau 

SSP serta bukti pelunasan PBB (Pl\iak Buani dan Bangunan) tahun yang 

betjahm. 

c. PPAT wl\iib metljelasklln kepada calon penerima bak dalam pemindahan bak 

atas Tanah atau Hak Mllik Atas Satuan Rumah Susun mengenai Surat 

Pemyataan yang menyatakan bahwa : 

1). Yang bersangkutan dengan pemindahan bak tersebut tidak menjadi 

pemegang bak alas Tanah yang melebibi ketentuan maksimum 

penguasaBD Tanab menurut ketentuan Peratunm Perundang-undangan 

yang berlaku; 

2}. Yang bersangkutan dengan pemindahan bak tersebut tidak menjadi 

. pemegang bak atas Tanah absentee (guntai) menumt ketentuan Peratunm 

Pen.Jdang-undangan yang berlaku; 

3}. Yang barsangkutan menyadarl bahwa apabila pernyataan sebagaimana 

dimaksud pada I dan 2 tersebut tidak benar, maku Tanah kelebihan atau 

Tanah abeentee tersebut menjadi objek landreform; 

4). Yang bersangkutan beraedia menangguog semua aklbat hakumnya 

apabila pemyataan sebagaimana dimaksud pada I dan 2 tidak benar. 

d. PPAT wajib membaeakan alcta kepada para pibak yang bersangkutan dan 

memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur 
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Pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

e. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang 

diperlokan untuk keperluan Pendaftaran peraindainm dan pernbebanan Hak 

Tanggnngan atas bak atas Tanah atau Hak Milik Atas Sotuan Rumah Susun 

yang bersangkatao kepada Kanror Pertanaban Kabupaten!Kota setempat 

selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandalanganinya akta yang 

bersangkutan. 

PPAT dalam melakaanakan tugasnya harus mandiri dan tidak memibak 

kepada solah satu pibak. lrawan Soera<{jo menyatakan bahwa jabatan PPAT 

merupakan suatu profesi yang mandiri, yaitu: 16 

a. Mempunyai fungsi sebegai pejabat umum yang berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan mendapat kewenangan dad Pemerintah melalui Menter! 

Negara Agraria/Kepala Badan Perlanahan Nasional wttuk membuat akta 

pemindainm bak dan pernbebanan Hak Tanggnngan alas Tanah yang 

merupakan olat bukti yang otentik; 

b. Mempunyai tugas sebagai recording of deed co1111eyance (perekaman dad 

petbuataa-perbuatan) sebingga Wlljib mengkonstatir kebendak para pihak yang 

telab mencapai suatu kesepakatan di antara mereka; 

c. Mengesahkan suatu perhuatan hukum diantarn para pihak yang bersubstauai 

mengesabkan Ianda tangao pihak-pihak yang mengadakan perhuatan hukum 

dan menjamin kepastian 1aoggai penaodalangaaan akta. 

Untuk melakaanakan tugas pokok lPAT, yaitu melakaanakan sebagian 

kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti yang betsilht 

Otentik babwa telab dilakokannya perhuataa hukum mengenai hak alas Tanah 

yang akan dijadikan sebagai dasar Pendaftaran Tanah dan perubahan data 

Pendaftaran Tanah yang dialcibatken oleh perbuatan hukum itu; seorang PPAT 

memiliki kewenangan untuk membuat akta Otentik mengeuai semua perbuatan 

" ltawan Soerodjo, Keposti~m Hukum Hak Alas Tam:zh di lndtme.tia, (Arkole, Sumbaya, 
Fehru>ri: 2003),hal149--!50 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



17 

24 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintab Nomor 

37 U!lrun 1998. Akta Otentik tersebut meugenai hak ams Tanah dan hak milik ams 
satuan Rumah Susun yang terleillk dalam daernh ketja PPAT yang bersangkuflm. 

Ketiga macam PPAT yang ada (PPAT, PPAT-Sementara dan PPAT Kbusus) 

memiliki kewenaugan yang berbeda dalam pembuatan akta PPAT yang sifutnya 

Otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik lodonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabetan 

Pejabet Pembuat Akta Tanah. 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 lalrun 1998 menyebutkan 

bahwa PPAT diangkat oleh Menreri, dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah 

Menteri yang bertanggung jawab dibidaug Agraria!Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. Untnk dapat diangkat sehagai PPAT, ntnka yang bersangkutan terlebih 

dalmiu harus lulus ujian PPAT yang diselenggantkan oleh 8adan Pertanaben 

Nasional Republik Indonesia sesuai lretentuan pada Pasal ll ayat (2) Peraturan 

Kepala Badan Pertaneban Nasional Nomor l tabun 2006. Syarat-syarat Untnk 

dapatdiaugkat sebagai PPATantara lain adalab sebagai berikut:17 

a. Berkewarganegaraan Indonesia; 

b. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh tabun); 

c. Berkelakuan baik yang dinyatnkan dengan surat ketemngan yang dibuat oleh 

instansi l(epolisian setempat; 

d Belum pernab dihukum penjara karena melakakan kejabatan herdasarkan 

putusan pengadilan yang telab memperoleh kekuatan hukum tetap; 

e. Sehat jasmani dan rohani; 

f. Lulusan program spesialis notarial a1au program pendidikan khusus PPAT 

yang diselenggarakan oleh lemhaga pendidikan tinggi;" 

Indonesia ,Op.cit., Pasal 6. 

" Pasal15 ayat (2) buruf g Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor l tahun 2006 
menyatakan bahwa luJuse.n Program Magister Kenofariatan dapa1 diangkat sebagai PPAT. 
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g. Lulus ujian yang diselenggazakan oleh Kantor Menteri Negsra Agraria I Badan 

Pertanahan Nasional;19 

!'PAT diangkat untuk daerah ketja tertentu yaitu \vilayah Kantor 

Pendaftanm Tanah tertentu (di daerah Kabupaten!Kotamadya tertentu yang 

merupakan daerah Ketja Kantor Badan Pertanahan Kabupaten!Kotamadya) yang 

merupakan daerah ketjanya. 

Sebelum melakukan tugasnya, PPAT terlebih dahulu dilalrukan 

pelantikan yang dilaksanakan oleh Kepa!a Kantor Pertanaban Setempat (Kepala 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotan:tadya}. Pelantikan 

dilaksanaksn dengan mengangkat sumpahjabatao PPAT dibadapan Kepa!a Kantor 

Pertanahan setempat dan didampingi oleh Robaniawan!• 

Menurut Pasal 12 ayat (!) dan (2) Peratu.ran Pemerintah Nomor 37 

tabun 1998, daerah ketja PI' AT adalah satu wilayah Ketja Kantor Pertanahan, yaitu 

di daerah Kabupaten!Kotamadya, untuk dapat melaksanaksn tugas dan wewenang 

sebagai PPAT di daerah. ketjanya, maka barus diperhatikan mengenai Formasi 

Jabatao PPAT. Sesuai ketentuan Pasall4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No!D()r 37 

tahun 1998, apahila formasi PPAT untuk suatu daerah. ketja PPAT sudah 

terpenuhi, maks Menteri menetapkan wilayah tersebut tertutup untuk 

pangangkatan PPAT. Dengan adanya penetapan fonnasi pada suatu daerah 

Kabupeten!Kota akan dapat dibatasi penempatan PPAT pada suatu daerah, 

seb1ngga daerah lain yang masib tersedialowongan bagi PPAT dapat dilsi. 

Selaio tugas dan kewenangsn yang dimiliki PPAT berdasorken Undang­

Undang, ada lagi lain-lain kewajiban-kewajiban. antara lain sehubungan dengan 

sill!t akta PPAT yang otentik, PPAT memiliki kewajiban menolak untuk membuat 

akta j;kn:"' 

" Pasal 11 ayat (J) Peralliran Kepala Badan P-an Nasional Nomor l tabu 2006 
menyatakan bahwa Ujian dimaksudkan untuk mengis:i fonnasi PPAT di Kabupaten/li;,ota yang 
furmasi PP A Tnya belum terpenuhi. 

10 ibid, Pascd 33. 

" Jndonesia, Peraturan Pe:merintah norm:;r 24 tahun /997 Tentang Pendaftaran Tanuh,. Pase.l 
39. 
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a. Mengenai bidang Tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan 

Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang 

bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-dafulr 

yang ada di kantor Pertanahan; 

b. Mengenai bidang Tanah yang belum terdafulr, kepadanya tidak disarnpaikan: 

1) Sural bukti sebagaiman dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (I) atau sural 

keterangan Kepala Desa!Keluraban yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan menguasai bidang Tanah tersebut sebagabnana dimaksud 

dalarn Pasal 24 ayat (2); 

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang Tanab yang 

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau untuk tanab 

yang terletak di daerab yang jaub dari kedudukau Kantor Pertanaban, dari 

pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kopala 

Desa/Kelurahan. 

c. Salah satu atau para pihak yang aksu melakukan perbuatan hukum yang 

berssngkutan atau saiab satu aaksi sebagabnana dimaksud dalam Pasal 38 

tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau 

d. Salah satu pihak atau pera pihak bertindak atas dasar suatu sural kuasa mutlak 

yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;atau 

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum memperoleh izin pejabat 

atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut 

Peraturan Perundang-undangan;atau 

f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenal 

data fisik dan atau data yaridis;atau 

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dihmggar larangan yang ditentukan dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 

Penolakan untak membuat akta le!llebut oleh PPA T wajb diberitahukan 

secara tertulis kepada pihak-pihak yang bernangkutan disertal dengWl alasan­

alasarmya, Disamping kewajiban tersebut diatas, PPAT juga berkewajiban untuk 

selambat-larnbatnya 7 (tujuh) hari ketja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang 
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bersangkutan, menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanaban 

Kabupaten!Kota setempat untuk didaftarkan. PPAT wajib menyampaikan 

pemberitabuan tertulis kepada para pihak yang bersangkutan mengenai telab 

disampaikannya akta yang dibuat oleh PPAT untuk didaftar pada Kantor 

Pertanaban Kabupaten!Kota setempat. 

Pasal 45 Peraturan Kopala Badan Pertanaban Nasional Nomor 1 tabun 

2006 menyebutkan Kewajiban bagi PPAT antara lain: 

a. Menj1mjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara 

Kesatnan Republik Indonesia; 

b. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpab jabatan sebagai PPAT; 

c. Menyampaikun lapornn bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala 

Kantor Pertanaban, Kepala Kantor Wilayab dan Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berlkutnya; 

d. Menyerabkan protokol PPAT dabun hal: 

I). PPAT yang berhenti menjabat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

{1) dan ayat (2) kepada PPAT di daerab kerjanya atau kepada Kepala 

Kantor Pertanaban; 

2). PPAT -Semen tara yang berhenti sebagai PPAT -Semen tara kepada PPAT­

Sementara yang menggantikanoya atau kepada Kepala Kantor Pertanaban; 

3). PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus kepada PPAT khusus 

yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanaban, 

e. Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan 

secamsab; 

f. Membaka kantomya setiap hari kerja keeuali sedang melaksanakan cuti atau 

harllibur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam ke!ja kantor 

Pertanaban setempat; 

g. Berksntor hanya di I (satu) kantor dalam daerab keija sebagalmana ditetapkan 

dalam keputusan pengangkatan PP AT; 
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h. Menyampaikan alamat k:antoroya, contoh Ianda tangan, contoh paraf dan 

reman cap/setempel jaba!annya lrepada Kepala Kantor Wilayah, 

Bupati/Walilrota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan 

yang wilayahnya meliputi daerah keda PPAT yang bersanglrotan dalam waktu 

l (satu) bulan setelah pengambilan sumpahjabatan; 

i. Melaksanakan jahatan """""'nyata setelah pengambilan sumpah Jahatan; 

j. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan 

ulrorannya ditetapk:an oleh Kepala Badan; 

k. Lain-lain sesuai Peraturan Pernadang-undangan. 

Selain kewajihan menurut Peraturan Perundang-undangan, PPAT juga 

mendapatkan hak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturnn Perundang-undangan; 

menurut Pasal 36 Peraturnn Kopala Badan Pertanahan Nasional Nomor l tahun 

2006, hak-hak PPAT antara lain: 

a. Cuti; 

b. Memperoleh uangjasa (honorarium) dari pembuatan akta sesuai Pasal 32 ayat 

(1) PeraturanPemerintah Nomor 37tahun 1998; 

c. Mempernleh infonnasi ser!a perkemhangan Peraturan Perundang-undangan 

Pertanahan; 

d. Mempemleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum 

ditetapknnnya keputusan pember:hentian sebagai PPAT. 

Pennohonan cuti sebagaimana tersebut diatas diajukan secara tertulis 

kepada P'<iabal yeng berwenang yaitu: 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota setempat untuk permohonan cuti 

lrorang dari 3 (tiga) bulan; 

b. Kopala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk 

permobonan cati 3 (tiga) balan atau lebih tapi Jrorang dari 6 (enam) bulao; 

c. Kopala Badan Pertanahan Nasional untuk permohonan cuti yeng lamanya 6 

(enam) bulan atau lebih. 
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Sedangkan mengenai Pelaksanaan Jabatan PPAT, dalam waktu 1 (satu) 

bulan setelab pengambilan sumpab jabatan, PPAT w:;jib:22 

a. Menyampail<an alamat kantomya, oontoh tanda Iangan, contoh parnf, dan 

teraan caplstempel jabatannya kepada Kopala Kantor Wilayab Badan 

Pertanaban Nasional Propinsi, Bupati/Walikotamadya Kopala Daerab Tingkat 

II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kopala Kantor Pertanaban yang wilayabnya 

meliputi daerab ketja PPt."]' yang bernangkutan; 

b. Melaksanakan jabatannya sooara nyata. 

PPAT dalam melaksanakan jabatmnya wajib berkantor hanya pada 1 

(satu.) kantor dalam daerab ketjanya sebagaimana ditelllpkan dalam keputusan 

pengangkatanya atau penunjukan dari Kepala Badan atau J><:iabat yang ditunjuk. 23 

Dalam hal PPAT merangkap jahatan sehagai Notaris, maka Kantor tempat 

melaksanakan tugas jabatan sehagai PPAT wajib di tcmpat yang sama dengan 

kantor Notarisnya. 

Pelaksanaan jahatannya dalam nmgka pembuatan alcta, maks aktu 

PPAT tersebut dibuat dalam bentuk asli dalam 2 ( dua) lembar, yaito:24 

a. Lembar pertama sebanyak I (satu) rnngkap disimpen oleh PPAT yang 

bernangkutan, dan; 

b. Lembar kadua sehanyak I (satu) nmgkap atau lebih menurnt hanyaknya bak 

atas Tanab atan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang menjadi Objek 

perbuatan Hukum dalam alcta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanaban 

untuk keperluan Pendaftaran alan dalam hal akta tersebut mengenai pemberian 

kuasa membebankan Hak Tangguugan, disampaikan kepada pemegang kuasa 

untuk dasar pembustan Akta Pemberian Hak Tangguugan, dan kepada pihak­

pihak yang barkepentingan dapst diberikan salinannya. 

Indonesia, Peraturan Pemerintah fl()nfor 37 talwn 1998 tentang Perahtran jabatan Pejahai _ 
Pembuat Akla Tanah., Pasal19, 

:o Indonesia. PeriJ/IJran Kepata Badan Pertanahcm Nasionai Nom or 1 talnm 2006, Pasal46 
a}'O! (I) 

" lndo...na, Lac.clt, Pasal21 a}'01 (3) 
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Akfa PPAT barns dibacakanldijelaskan isinya kepada para pihak 

dengan dihadiri oleh sekurang-k=gnya 2 (dua) orang saksi sebalum 

ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. PPAT 

dilarang merobuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau isterinya, keluarganya 

sedarab atau seroenda, dalam garis Iurus tanpa perobatasan derojat dan dalam garis 

ke samping sampai demjat kedua, meqjadi pihak dalam perbuatan hukum yang 

barsangkutan, baik dengan cara bartindak sendiri maupun melalui keasa, atau 

meujadi kuasa dari pihak lain; hal ini sesuai ke!entuan dalam Pasal 23 ayat (I) 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahuo 1998. 

PPAT wajib merobuat daf1ar akta yaog dibualnya deugan menggaoakan 

1 (satu) buku daftar akta untuk semuajenis akta yang dibuat PPAT tersebu~ yang 

di dalanmya dicantumkan secara barurut nomor semua akta yang dibuat barikut 

data lain yaog barkaitan dcngan perobuatan akta Setiap bulan, PPAT Wl\iib 

mengirim lapocan bulanan mengenai akta yang dibuatnya yaog diambil dari boku 

daf1ar akla PPAT kepada Kepu!a Kantor Badan Pertanaban setempat dan kantor­

kantor lain sesuai ketentuan Undang-Undang atau Peratl.II1lll Pemerintah yang 

berlalru (misaloya pada instansi perpajakan) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan 

barikutoya. 

Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 37 

tabun 1998, bagi PPAT yang bementi menjabat kerena alasan yaog dimaksud pada 

Pasal8 ayat (1) hurufb,c, dan d yaitu kerena tetah mencapai usia 65 (enampuluh 

lima) tahun atau diangket dan mengangket sumpah jabatan alan melaksaruJkan 

tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya daerab 

tingkat U yang lain daripada daerab kerjaoya sebagai PPAT atau diberhentikan . 
oleh Menteri, maka di\Vlliibkan menyerabkan protokol PPAT kepada PPAT di 

daerah ke!jaoya 

Pembinaan dan Pengawasan terbadap pelaksanaan tugas PPAT 

dilalrukan oleh Kepala Badae Pertanahao Nasional, Sesuai ke!entuao Pasal 65 ayat 

(2) Pet"at= Kepula Badae Pertaoaban Nasional Nomor I tahuo 2006; pembinaan 

dan peagawasan PPAT dalam pelukumaonnya dilalrukan oleh Kepula Badan, 
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Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertaoahan setempalPasal66 ayat (I) 

Peratura:n Kepala Badan Pertaoahan Nasional menyatakan bahwa Pembinaan dan 

Pengawasan terhadap PPAT yang dilalrukan oleh Kepala Badan Pertanahan 

Nasional itu meliputi: 

a. Memherikan kebijakan mengenal pelaksanaan tugas jahalan PPAT; 

b. Memberikan arahan pada semna pemangku kepentingan yang berkaitan 

denganke-PPAT-an; 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan alas organisasi profesi PPA T agar 

tetap bctjalan sesuai dengan arab dan tujuanya; 

d. Meojalankan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan 

pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya; 

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan dalam rangka 

menjalankan kode etik profesi PPAT. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Kepala Kantor 

Wilayah Pertanahan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tersebut diatas adalah meliputi: 

a. Menyampaikan dan menjelaskaa lrebijakan dan Peraturan Pertanahan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas PP AT yang telah ditetapkan olen Kepala 

Badan den Pernturan Perundang-undangan lainnya; 

b. Membantu melalrukan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan Peratumn 

Perundang-undangan Pertaoahan atan petuajuk telutis; 

c. Secara periodik melukukan pengawasan ke kantor PPAT guna memastikan 

ketertiban ad'llinistrasi, pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan Pemndang-undengan ke-PPAT -an. 

Sedangkan, pembinaan dan pengawsan terl!adap PPAT yang dilakukan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kebupateo!Kota sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) 

Peraturan Kepala Badan Pertaoahan Nasional Nomor I taimn 2006 adalah sebagai 

berikut: 
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a. Mernbantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan Peraturan 

Pertanahan serta petunjuk lehnis pelaksanaan tugas PPAT yang Ielah 

diletapkan oleh Kepala Badan dan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Memeriksa akta yang dibual PPAT dan memberitahukan secara lertulis kepada 

PP AT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat 

untuk digunakan sebagal dasar Pendaftaran haknya; 

c. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PP AT. 

Sebagai Pejabal Umum yang berwenang membual akta-akta dibidang 

Pertanahan, akta-akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan 

data Pendaftaran Tanah. Fungsi akla yang dibual oleh PPAT adalah sebagai bukti 

bahwa benar Ielah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Akta PPAT 

merupakan akta otentik; dalam pengertian awam, akta otentik adalah baik akta 

yang asli maupun fotokopi asal ada stempel instansi tertentu. Namun, secara 

yuridis, yang dimaksud sebagai akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 

KUHPerdata adalah suatu akta yang di dalarn bentuknya yang ditentukan oleh 

Undang~Undang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Urnum yang berwenang 

untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya. 

Dari rumusan Pasal I 868 KUHPerdata tersebul lerdapal 3 (tiga) hal 

pokok agar suatu akta dapal dikwalifikasikan sebagai akta olentik, yaitu: 

a. Dibual dalarn bentuk menurul kelentuan Undang-Undang (Peraturan 

Perundang-undangan); 

b. Dibual oleh atau dihadapan Pegawai Umum; 

c. Pembuatan akta tersebut di wilayah kewenangCtll Pegawai Umwn. 

Dalarn penjelasan umum angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 4 

lahun 1996, dijelaskan bahwa akta-akta yang dibual oleh PPAT merupakan akta 

olentik. Dengan dinyatakan PPAT oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebul 
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sebagai Pejabat Umwn, maka diakhiri keraguan mengenai penamaan, status 

hukum, tugas dan kewenangan para pejabat tersebut.25 

Dalam implementasinya, ketiga hal pokok tersebut harus ada atau 

nampak dalam setiap pembuatan akta PPAT agar akta tersebut memiliki bohot 

sebagai akta Otentik, untuk itu harus dilakukan antara lain: 

a Akta PPAT menggunakan blanko yang sudah dicetak oleh Pemerintah dan 

PPAT dilarang membuat Akta tanpa menggunakan blanko akta cetakan 

Pemerintah tersebut serta bentuk, isi dan cara pembuatan akta PPAT diatur 

oleh menteri (sesnai ketentuan Pasal 38 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah); 

b. PPAT dalam menjalankan tugas membuat akta, ditinjau dari aspek Yuridisnya 

adalah mengesahkan adanya keinginan para pihak untuk membuat peijanjian 

(bentuk) kbusus. Oleh karenanya berdasarkan rumusan "Otentik" menurut 

Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa keinginan tersebut dituangkan dalarn hentuk 

akta yang dibuat dihndapan PPAT; 

c. Agar Akta PPAT mentiliki bnbnt otentik, pembuatannya harus dilakukan 

diwilayah kewenangan PPAT yang bersangkutan 

Secara Hukum , Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempuma; 

Akta Otentik memberikan kepada para Pihak termasuk Abli Warisnya atau orang 

yang mendapat hak dari para Pihak tersebut suatu bukti yang sempuma tentang apa 

yang dinyatakan dalam akta tersebut. Dengan dentikian barang siapa yang 

menyatakan bahwa akta otentik tersebut palsu, maka ia harus membuktikan tentang 

kepalsuan akta tersebut. Akta Otentik mentiliki keknatan pembuktian baik lahiriah, 

fonnil dan materiil. 

Bila akta yang dibuat di hadapan PPAT temyata dikemudian hari 

terbukti mengandung cacat yuridis yang semata-mata disebahkan karena kesa!ahan 

PPAT tersebut, sehingga akta tersebut kemudian dinyatakan tidak otentik atau 

tidak sah, maka PPAT yang bersangkutan haruslah bertanggung jawab kepnda 

Boedi Harsono, Hulcum Agraria Indonesia Himpunan PeralW'an Hulcum Tanah, Djambatan, 
Jakm1a: 1994 hall78. 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



34 

Pemerintah (tanggung jawab administrntip) maupun bcrtanggung jawab kepada 

para pibak yang bernangkutan. 

Sesuai ketentuan Pasal 62 Peratruan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, 

bcntuk sanksi Administratif yang bisa dijatubkan kepada PPAT adalah mulai dad 

peringalliD/teguran tertulis hingga pada pamccallln. Sedangkan bcntuk tanggung 

jawab terbadep pam pibak yang bernangkutan bisa bcrupa pambayaran ganti rugi 

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, disamping sanksi Pidana penjara apahila 

PPAT tenlebut membuat atau membantu me!akukan pemalsuan da!am akta yang 

dibuataya. Pemalsuan yang seringkali tejadi adalah pema!suan para pibak yang 

melakukao trllnsaksi maupun pemalsuan data objek peljaojian. 

Da!am Pasal 69 ayat (l) Peratruan Kepa!a Badan Pertanalum Nasional 

Nomor I tahun 2006 mensyaralkan nntuk menjaga martabat dan kahormatan 

proresi PPAT, wajib dibcntuk organisasi profesi PPAT. Organisasi profusi PPAT 

sebagaimana dimaksud pada Pasa! 69 ayat (I) Peratumn Kepa!a Badan Pertanaban 

Nasiouai Nomor I tabun 2006 telah menyusun Kode etik Profesi PPAT sebagai 

pedoman bersama untuk pengembangan profesi PPAT. 

Kode etik profesi PPA T merupakan aturen-atruan dan pedoman yang 

ba:tus ditaati, yang mengatur tingkah !aku lahiriah, maupun sikap batiniab, baik 

dalam rangka menjalankan proresi maupun dalam tingkah lalru sebari-bari dalam 

kehidupan bermasyarakat"' 

Organisasi Profesi bagi PPAT di Indonesia saat ini adalah lkatan 

Pejahat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). IPPAT merupakan perkumpulanlorganisasi 

bagi para PPAT. IPPAT berdiri sejak 24 September 1987 dan Keputusan Menteri 

Kebakiman Republik Indonesia taoggal 13 April 1989 Nomor.C.2.328J.Hf.OL03 

tahnn 1989, menegaskan sebagai Badan Hukum yang merupakan satn-satnnya 

Hutagalung. Arie. Teharan Pemi/dr(lll Sqrntar M(lSa/ah 

Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta: 2005, Halaman I. 

Hukum Tanah, Lembaga 
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wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang mengaku dan menjalankan 

tugas jabatan selaku PPA T yang menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum. 

Untuk menegakkan pelaksanaan Kode etik Profesi PPAT, IPPAT 

memiliki MajeUs Kehonmatan, yang merupakan suatu badan atau lembaga yang 

berdiri sendiri dan bebas dari keberpihakan yang berada pada lingkungan IPPAT. 

Majelis Kehormatan memiliki tugas dan/atau kewajiban sebagai berikut: 

a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban maupun pembenahan; 

b, Berwenang memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan, sanksi atau 

hukuman kepada seseorang anggota perkumpulan yang melakukan 

pelanggaran kode etik profesi; 

c. Sanksi atau hukuman oleh Majelis Kehonnatan Daerah kepada anggota 

merupakan tingkat pertama, sedangkan sanksi atau hukuman oleb Majelis 

Kehormatan Pnsat kepada anggota merupekan tingkat terakhir yang bersifat 

Final. 

B. Catur Tertib Pertanahan 

Dalam era pembangunan, khususnya pembangunan di bidang 

Pertanahan, maka sasanm pembangunan di bidang Pertanahan adalah terwujudnya 

Catur Tertib Pertanahan yang meliputi :27 

I. Tertib Hukum Pet'tatl.ahan 

Dewasa ini banyak sekali terjadi penguasaan, pemilikan dan 

penggunaan Tanah oleh orang perorangan dan Badan Hukum yang tidak sesuai 

dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku 

yal<ni Undang-Undang Nomor 5 tabun 1960 beserta Peraturan pelaksanaanya. 

T ennasuk dalam pelanggaran-pe!anggaran ini an tara lain:28 

a. Instansi Pemerintah yang menguasai tanah tanpa dilandasi sesuatu hak, 

schingga sering timbul sengketa mengenai penguasaan atas Tanah; 

Ali Achmad Chomzab; Hukum Agr111"ia {Pertonahan di indonesia) Jilid I; (Jakarta, Prestasi 
Pustalouya, 2003 ); hal71. 

111 Ibid., hal 72. 
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b. Penguasaan tanah pertanian secara melampaui betas yang diperbolehkan 

atau absentee yakni Tanah-Tanah diluar kecarnatan tempat tinggal dari 

pemilik atau penguasa tanah pertanlan tersebut; 

c. Penguasaan tanah yang berkedok jual beli Tanah diluar Prosedur yang 

berlaku (sepertijual beli Tanah tidak di badapan PPAT); 

d. Penguasaan tanah !lmpa hak. 

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Penmdang­

undangan Agrarla yang berlaku ini disebabkan karena Peraturan Perundang­

undangan Agrnria tersebut belurn dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. 

Adanya penguasaa.n,. pemilikan dan muta.si-mutasi (pemindahan hak) Tanah 

yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Agrnria yang berlaku 

sehingga menimbulkan keguncangan ekonomi terutama di wilayah padesaan}9 

Keadaan tidak tertibnya bidang hukum Pertanahan dimaksud dapat 

terjadi karena:30 

a. Belum dipaharni Peraturan Perundang-undangan agrnria oleh sebagian 

masyarakat Indonesia; 

b. K=g penerangan I J>enyuluhan tentang arti pentingnya hak-hak atas 

tanah, hak dan kewajiban anggota masyarakat terhadap tanab; 

c. Kurang pengawasan terhadap pelaksanaan hukum; 

d. Adanya unsur kesengajaan dar! sementara oknum, karena didorong oleh 

hasrat untuk mengadakan spekulasi dan manipulasi di bidang Pertanahan; 

e. Kurang tegasnya pelaksanaan sanksi hukum terbadap pelanggaran­

pelanggaran hukum; 

f. Sebagian besar hak atas tanah belum didaftarkan di kantor Pertanahan 

Kabupaten I Kola. 

Alas keadaan tersebut, maka usaha untuk mewujudkan tertib hukum 

pertanahan, perlu segera diarnbillangkah-langkah:3 1 

Tbid., hal 72. 
Ibid,. hal72. 
Ibid,. hal 73. 
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a. Mengadakan penyulu!tan/penerangan kepeda masyamkat mengenai tertib 

hukum Pertanahan; 

b. Mengenai sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang teijadi; 

c. Meningketkan pengawasan intern pelaksanaan tugas kcagrariaan; 

d. Tindakan tegas terhadap oknum yang melaknkan penyelewengan; 

e. Kebersamaan mengadakan introspeksi. 

Dengan usaha-usaha tersebut diatas, dibarapkan akan terwujud tertib 

hukum Pertanaban yang akhlmya tercipta kepastian hukum Pertanahan dan hak­

hak serta penggunaannyu. 

2. Tertib Admlnistrasi Pertanahan 

Masyaraknt di Indonesia dewasa ini belum sepenuhnya merasakan 

pelayanan yang baik dan maksimal dari pejabat/aperat Pertanahan. Hal ini 

menlmbulkan rasa enggan peda masyamkat untuk mengurus hak atas Tanah. 

Untuk itu maka per!u diciptakan kesdaan dimana Administrasi Pertanaban barus 

dijalankan dengan tertib yang dikenal dengan istilah tertib ndminislnlsi 

Pertanahan. Ynng disebut tertib Administrasi Pertanaban adalah merupakan 

keadaan dimana:32 

a. Untuk setiap bidang Tnnah telah tersedia ketentuan mengenai aspek-aspek 

data fisik, penguasaan dan penggunaan Tanah, jenis hak dan kepastian 

hukumnyu yang dikelola dalam sistem informasi Pertanahan yang lengkep; 

b. Terdapat makanistoe prosedur, - kerja pelayanan di bidang Pertanahan 

yung sederbana, cepst, murah, berlaku umum, tetapi menjamin kepastian 

hukum yang dilaksanakan seeara tertib dan konsisten; 

c. Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan 

pemanfaatan Tanab dilaksanakan secara tertib. 

Untuk mewujudkan keadaan tertib admlnistrasi Pertanahan maka 

langkah-langksh yang per!u diambil antara lain:" 

Ibid., hal 74. 
!bid., hal 73. 
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a. Tata earn penyolesaian pemilikan hak atas Tanah sampai penerbitan sertipikat 

harus sederhana dan lancar, dengan biaya relatifterjangkau (murah); 

b. Diusahakan agar setiap pelayanan urusan Pertanahan berjalan tertib dan 

Ian car; 

c. Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dengan cara melakukan 

pembinaan aparat Pertanahan secara terus rnenerus dan dengan pemberian 

penerangan-penerangan secara luas menyangkut tugasnya; 

d. Untuk ketertiban dan kelancaran tugas di bidang Pertanahan diperlukan 

adanya tertib organisasi dan tertib pelaksanaan tugas, sesuai dengan 

Pemturan Perundang-undangan Agmria, tidak dibenarkan adanya 

penambaban jalur organisasi dan tala cam yang rnenyirnpeng dari ketentuan 

yang ada; 

e. Dicegah adanya pungutan-pungutan yang tidak berdasar pada Peraturan yang 

ada. 

Selain langkah-langkah tersebut diatas, usaba guna rnewujudkan 

tcrtib administrasi Pertanahan juga dilakukan dengan usaba-usaha : 

a Menyadiakan peta dan data penggunaan Tanah, keadaan sosial ekonomi 

rnasyarakat sebagai baban dalam menyusun rancangan penggunaan Tanah 

bagi kegiatan-kegiatan pembangunan; peta dan data tersebut hendaknya 

tersedia pada instansi yang berhubungan dengan Pertanaban (misal: pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota); 

b. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan dari batas 

maksimum yang ditentukan, tanah-tanah absentee dan tanah-tanah negarn; 

c. Menyempurna!<an daftar-daftar kegiatan baik di kantor-kantor Pertanahan 

maupun pada kantor PPAT (misal:penyimpanan buku daftar pembuatan akta 

PPAT); 

d. Mengadakan program Pendaftaran Tanah secara sistematik(misal : 

melakukan pengukuran Tanah dan pengumpulan data yaridis Tanah di desa­

desa dahlm rangka penerbitan sertipikat hak alas Tanah). 
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Pemerintah terus berusaha mewujudkan kondisi tertib 

administrasi Pertanahan; bentuk nyata dari usaha Pemedntah terSebut adalah 

dengan diselenggarakannya Pendaftarnn Tanah yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pasal3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Noroor 

24 tahun 1997 menyebutkan bahwa tujuan Pendaftarnn Tanah salah satunya 

adalah nntuk teraelenggaranya tertib administrasi Pertanahan. 

Pada dasamya tugas PPAT dalam Pendaftarnn Tanah adalah 

membantu Badan Pertanahan Nasional dalam mencapai salah satu tujuan 

Pendaftarnn Tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu untuk terselenggaranya tertib 

administrasi Pertanahan. 

3. Tertib Penggnnaan Tanah 

Hingga saat ini, masih banyak Tanah-Tanah yang belum 

diusahakanldipe<gUnakan sesuai dengan pernntukan sebagaimana mestinya, 

sehlngga bertentangan dengan fungsi/kegunaan Tanah tersebut yang 

sesunggubnya. Untuk itu perlu adanya usaba-usaha menertibkan penggnnaan 

Tanah. Keadaan tertib penggunaan Tanah merupakan keadaan dimana: 34 

a. Tanah telah digwtakan secara lestari, serasi, seimbang sesuai dengan 

potensi guna berbagai kegiatan kebidupan dan pengbarapan diperlukan 

untuk menunjang terwujudnya tujuan Nasional; 

b. Penggnnaan Tanah di dnerab perkotaan dapat menciplakan SUJlllana aman, 

tertib, lancar dan sehat; 

c. Tidak terdapat benturan kepenringan antar sektor dalam bel peruntukun 

Tanah. 

Kantor lladan Pertanahan Nasional telah memperaiapkan dan 

mengumpulkan data-data tanah untuk mewujudkan tertib penggunaan Tanah, 

misalnya menerbitkan petunjuk-petunjuk tekois untuk menentukun 

Ibid., hal75. 
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peruntukalllpengg tanah dan menerbitkan pedoman penggunaan Tanah 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan keadaan lereng dan topografi ianah." 

Dengan demikian program untuk menertibkan penggnnaan Tanah 

diamhkan pada usaha untuk:36 

a. Menumbahkan pengertian mengenai erti pentingnya penggunaan Tanah 

secara berencana dan sesuai dengan kemampuan Tanah; 

b. Menyusun rencana pcnggunaan ianah baik tingkat nasional maupun tingkat 

daerah; 

c. Mcnyusun pcianjulc-petunjuk teknis teniang peruntukan tanah dan 

pcnggunaan tanah pedesaan dan perkotaan termasuk prosednr pembuatan 

rencana tata guna tanah; 

d. Melakukan survey sebsgai bahan pembuatan peta pcnggunaan Tanah. peta 

kemampuan dan peta daerah-daerah kritis. 

4. Tertib Pemelibaraan Tanah dan Lingknngan Hldnp 

Tidak semestinya Tanah sebagai modal pnkok dalam pembangunan 

dignnakan dengan 1lmpa disertai usaha nntuk memclilw.ra dan meneegah 

le!jadinya kerusakan. Pada kenyataannya banyak sekali OI3Dil pel'OI3Dil<ln 

atanpun badan-badan buknm yang mempunyai atau mengnasai Tanah dengan 

tidak memprahatikan dan melakulcan usaha-usaha untuk meneegah kernsakan­

kernsakan tanab, meskipun bebe:rapa Peraturan Perundang-undangan 

mensyaratkan bagi pibak-pihak yang memiliki ataupun mengnasai tanah untuk 

melakulcan usaha-usaha peneegahan kernsakan alaS tanah dan lingkungan hidup, 

misalnya ketentuan PLsal 74 ayat (!) Undang-Undang Nomor 40 talnm 2007 

teniang Perseroan Terbatas. Pesal 74 ayat (!) Undang-Undang Nomor 40 tahtm 

2007 menyebutkan bebwa Perneroan yang menjahutkan kegiatan usebanya di 

bidang danlalau berkaitan dengan sumber daya alam. \VI!iib melaksanakan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan. 

Ibid., hal76. 
Jbid., hal15. 
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Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur bagaimana agar 

penggunaan tanab jangan sarnpai merusak tanab dan lingkungan hid up, Pasal 15 

Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan babwa memelihara tanab 

termasuk menarnbab kesuburan Tanab serta mencegab kerusakannya adalab 

kewajiban tiap-tiap orang!Badan Hukum atau instansi yang mempunyai 

hubungan hukum dengan tanab ter:sebut serta meneegab agar jangan teljadi 

kerusakan tanab dan lingkUilgan hidup. 

Di lain pihak, kepadatan panduduk yang melampaui batas tampung 

wilayab telah mendorong untuk mempergunakan tanab tanpa mengindabkUil betas 

kemampun keadaan tanab dan falctor lingkUilgan bidup; unsur-unsur yang 

berlmbungan dengan a=-azas tata guna Tanab dan keselamatan hidup sudab 

benar-benar ditinggalkUI1 guna meng~ar kebutuban hidup yang mendesak dan 

bersifut semen tara 37 

Pada prinsipnya, yang disebut dengan tertib pemelibaraan Tanab dan 

Hngkungan hidup, adalab keadaan dimana:38 

a. Penanganan bidang Pertanaban telab dapat menunjang kelestarian lingkUilgan 

hid up; 

b. Pemberian hak atas tanab dan pengaraban penggunaan tanab telab dapat 

menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bemuansa 

lingkungun; 

c. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Tanab melaksanakan 

kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan Tanab tersebut. 

Untuk itu, progmm menertibkan Tanab dan lingkungan bidup diarabken 

pada usaba-usaba: 

a. Penyadarnn masyarakat babwa pemelibaraan Tanah termasuk penambaban 

kesuburannya merupakan kewajiban setiap pernegang hak atas Tanah; 

b. Melakukan analisa dampak lingkUilgan (AMDAL) sebelum suatu usaba 

industri atau pabrik di dirikan. AMDAL akan dapat memberikan garnbaran 

Ibid .• hal 77. 
Ibid., hal 77. 
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dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiamn industri terhadap 

linglmngan hidnp; 

c. Me!akukan pengawasan terbadap pengganaan Tanab. hal ini dilakukan untuk 

mencegah adanya penggnnaan Tanah yang tidak sesuai dcngan kemampnan 

Tanah dan peruntukan Tanah. 
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ANALISA YURIDlS KEWENANGAN PPAT DALAM PENGALIDAN HAK 

ATAS TANAH Dl MERUYA SELATAN PASCA PUTUSAN PERDAMAIAN 

(WARGA MERUYA SELATAN VS PT. PORTANlGRA} BAGI WARGA 

MERUYA SELATAN YANG TIDAK TIJRUT MELAKUKAN GUGATAN 

PERLAWANAN 

A. PRAKTEK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PPAT 

TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAII Dl MERUYA SELATAN 

DAN AKIBAT IIUKUM YANG TIMBUL TERHADAP PPAT DALAM 

MELAKSANAKAN TANGGUNG-JAWABNYA SEBAGAl PEJABAT 

UMUM 

Berkaitan dengan polrok permasalahan yang penulis ambil dalam tesis 

ini, maka dalam Bab Pembahasan perlu dilakukan sebuah langkah sistematik guna 

mendapadran basil akbir berupa kesimpulan dan sarnn, guna mencapai basil akbir 

tersebut maka pcnulis membagi pernbahasan dalam bab ini menjadi beberapa sub­

bah yang terdiri dari landasan teori berupa idealita dari tugas dan wewenang 

PPAT yang akan diperbandingkan dengan sub-bah berilrotnya yang membahas 

mengenai praktek pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT di Meruya Selatan; 

sinergi dari kedua sub-bab tersebut apabila dilibat dari perspektif pernbahasan 

sub-bah ketiga yaitu akibat lrukum yang muncul dari pelaksanaml tugas dan 

wewenang PPAT akan mclabirkan suatu gambanm atau kesimpulan yang tertuang 

dalam sub-bah terakhir dimana dapat dijadikan waeana yang akan melabhkan 

jawaban dari pokok permasalahan. 
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a. TugasdaoWeweoongPPAT 

Apabila ditinjau dati pengertian PPAT menurut Peraturan 

Perundang-undangan, dapat diketahul babwa haldkat tugas dan weweoang 

khusus PPAT salab satunya adalab benrpa pembuatan Akta Pemindaban Hale 

alas Tanab atau Hale Milik Alas Satuan Rumab Susun dan Pemberian Hale 

Alas Tanab , dimaoa akta tersebut merupakan sustu wujud dati pelayaoan 

masyarakat yang mempunyai kekuatan pembuktiao yang kuat sebab akta 

tersebut udalab merupakan akta otentik dan hanya PPAT yang berhak 

membustuya 30 

Dalam pembuatan akta oteotik tersebut kapesitas PPAT adalab 

sebagai Pejabat Tata Usaba Negara dimana akta yang dibuat adalab 

merupakan suatu laporan tertulis darl pembuat akta benrpa pemyataan 

mengenai udab dilakukannya oleh pibak-pibak tertentu suatu perbuatan hukum 

di hadapannya puda suatu walctu yang disebut dabun akta yang bernangkutan; 

isi darl akta oteotik itu sendiri adalab keputusao menolak atau mengabulkan 

permohonan pihak-pibak yang datang kepudanya untuk dibuatkan akta 

mengeuai perbuatao hukum yang mereka akan lalrukan di badapeooya dimaoa 

mernberi keputusao menolak bila dalam bal ada syarat yang tidak dipenuhi 

atau mengabulkan permohonao dalam bal syarat telab dipenubi 

Tugas dan wewenaog pokok PPAT adalab melaksaoakan sebagian 

kegjatan Pendafbu:an Tanab dengao membuat akta yang sifutnya Otentik yang 

akan d;jadikan dasar bagi Pendafbu:an perubahan data Pendafbu:an Tanab 

yang diaklbatkan oleh perbuatan Hukum tersebut dan melaksanakan suatu 

perekaman pembuatao akta Tanab yang meliputi mutasi bak, pengikatao 

jaminan dengao bak alas Tanab sebagai Hale Tanggungan, memberikao hak 

baru di alas sebidang Tanab (Hale Guna Baogenan di alas Hale Milik atau Hale 

Pakai di atas Hak Milik) ditambab membuat swat knasa memasang Hale 

" .Boedi HIUSOIIO.., Hllh.im Agrurio Intlonesia HimpJman P~ lluhm Tanoh, ~batan. 
~- 1994, bsl4S5. 
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Tanggungan;"" disamping itu PPAT juga bertugas untuk melaksanakan 

sebagian kegi.W. Pendaftarnn Tanah dengan membuat alcta yang bethubWlgan 

dengan Tanah atau Hak Milik alas Satuan Rumah Susun sebagai bukli yang 

bersifut Otentik babwa telah dilaknkannya perlJU.W. bukum mengenai bak 

alas tarudt atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan 

sebagai dasar Pendaflaran, perubahan data Pendaftarnn Tanah yang 

diakibatkan olah perbu-. hukum itu41
• Adapun kegiatan Pendaftarnn Tanah 

yang di.ma.l<l!ud meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan Tanah; 

b. Pendaftarnn hak-bak alas Tanahdan peroliban hak-hak 1ersebut; 

c. Pemberian surat tanda bukli hale, yang berlaku sebagai alat pembuklian 

yang kuat42
• 

Penjabaran lebih Ianjut mengenai kegi.W. Pendaftarnn Tanah 

ter:sebut diatas diatur dalam Peratumn Pemerintah No. 24 Tah101 1997, yaito: 

A. Kegiatan Pendafiarnn Tanah untuk pertama kali (Opzet atau Initial 

Registration). Yang di.ma.l<l!ud dengan Pendafiarnn Tanah untuk pertama 

kali menurut Pasal I angka 9 Peratoran Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 

adalah kegiatan Pendaftarnn Tanah yang dilakukan terbadap objek 

Pendaftarnn Tanah yang belum didaftar berdasad<an Pernturan Pemerintah 

No. I() Tahun 1961 atau Peratoran Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaflman 

Tanah secara sistematik dan Pendaftaran Tanah secara 

sporadik.Pendaftaran Tanah secara sistemalik dilakukan secam massaal, 

ada yang dilaksanakan atas inisiatif dari Pemerintah dan ada yang atas 

swadaya masyarakat (inisiatif dari pemegang hak atas Tanah). Pendafiarnn 

Tanah secam sistematik dilakukan melalui Ajudikasi, yang dalam 

pelaksanaannya dibeotuk Panitia Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanaban 

A..P. Parlindtmgan,. Pentfttinran Tanab di indonesia berdasarhm PP No.2410/nm 19977 

(Marular M.!!iu. lllm<hmg: 1999), hal 83 . 
.CI I.nd<mesia. Perall.ll'an Pemerintah nomor 17 taJmn 1998, PasaJ 2 ayat(l). 
" Indonesia, Undtmf!,UntiangPokokAgro;ia,Pasall9"1"'(2). 
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Nasional untuk Pendaftaran Tanah secara sistematik atas inisialif dari 

Pemerintah, atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perumahan Nasional untuk 

Pendaftaran Tanah secam sistematik alas swadaya masyarnkat (inisilltif 

dari pemegang hak atas Tanah). Pendaftaran Tanah secara sporadik 

dilaksanakan atas penninlaan pihak yang herkepenringan, ada yang 

bersifat perseorangan (individnal), dan ada yang bersifut massaal. Kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, meliputi: 

a) Pengumpnian dan pengolahan data fisik.Untuk keperluan pengumpnian 

dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan 

pemetaan. Kegiatannya, meliputi: 

(I) Pembuatan peta dasar Pendaftaran; 

(2) Penetapan batas bidang-bidang Tanah; 

(3) Pengukuran dan pemetasn bidang-bidang Tanah dan pembuatan 

peta Pendaftaran; 

(4) Pembuatan daftarTanah; 

(5) Pembuatan sum! ukur. 

b) Pembuktian hak dan pembukuannya. Kegiatmnya, meliputi: 

(1) Pembuktian hak bam; 

(2) Pembuktian bak lama; 

(3) Pembuknan hak. 

c) Penerbitan sertipikat. 

d) Penyajian data fisik dan data yuridis. 

e) Penyimpanan dafu!t umum dan dokumen. 

B. Kegiatan pemelibaraan data Pendaftaran Tanah (Bijhouding atau 

Maintenance). Yang dimaksud kegiatan pemelihanlan data Pendaftaran 

Tanah menurut Pasal I angka 12 Peraturan Pemerintab No. 24 Tahun 

1997, adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik 

dan data yuridis dalam pet> Pendaftaran, daftar tanab, daftar nama, surnt 

ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang te!jadi 
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kemudian. Pemeliharaan data Pendaftarnn Tanah dilakukan apabila terjadi 

perubahan pada data fisik atau data yuridis objek Pendaftarnn Tanah yang 

rolab terdaftar. Pemegang bak yang bersangkulan wajib meadaftarkan 

perubahan data fisik atau data yuridls tersebut kepada Kopala Kantor 

Perianahan Kabupaten/Kota setempat untuk dleatat dalam buku Tanab. 

Kegialan pemelihanum data Pendaftarnn Tanah, terdiri alas: 

a) Pendaftarnn perslihan dan pembebanan hsk. Kegiatannya meliputi; 

(I) Pemindaban bak; 

(2) Pemindaban bak melalui lelang; 

(3) Peralihm bak karena pewarisan; 

(4) Peraliban bak karena penggabungan atau peleburan perseroan 

atau koperasi; 

(5) Pembebanan hak; 

(6) Penolakan Pendaftarnn pendihan dan pembebanan hak; 

b) Pendaftarnn perubahan data Pendaftarnn Tanah. Kegiatannra, meliputi: 

(I) POipanjangan jangka waktu bak atas Tannh; 

(2) Pemecahan, pemisaban dan penggabungan bidang Tanab; 

(3) Pembagian bak bersama; 

( 4) Hapusnya bak atas Tanab dan Hak Milik Atas Satuan Rumab 

Susun. 

(5) Peraliban dan hapusnya Hak Tanggungan; 

(6) Perubaban data Pendaftarnn Tanab berdasarkan putusan atau 

penetapan pengadilan; 

fl) Perubaban nama dalam sertipikat karena adanya Peraliban Hak. 

(8) Peraliban bak karena jual beli, tukar mennkar, bibab., 

pemasukan dalam perusabaan, dan perbnalan hukarn 

pemindahan bak lainnya; 

(9) Perutiban bak karenn pewarisan; 

(I 0) Peraliban bak karena penggabungan atau peleburan perusabaan 

atau koperasi; 
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(I!) PembebananHakTanggungan; 

(12) Peralihan Hak Tanggungan; 

4B 

(13) Hapusnya hl1k atas Tanab, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan; 

(14) Pembagian bak bersama; 

(15) Perubahan nama akibat pemegang hllk yang ganti nama; 

Dari dua macam keg1atan Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data 

Pendaftaran Tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997, rnaka kegiatan yang meojadi tugas utama Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (I>PAT) adalab pada kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran 

Tanah. Pada kegiatan pemeliharaao data Pendaftanm Tanah terdapat perbuatan 

hukum mengenai hllk ams Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

berupa pearindaban hak, pembagian hak bersama, pembebenan Hak 

Tanggungan, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak 

Milik, dan pernberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Dalam 

perbuatan hukum mengenal hl1k atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rurnah Susun dibutuhkan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (I>PAT) untuk 

membuat akta. 

Tugas PPA T dalam membuat akta yang berkaitan dengan 

Pertanahan dalam rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, antara lain 

yaitu: 

a. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pearindaban atau 

pembebanan hllk a!as Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 

Pertanahan Kahupaten/ Kota setempet mengenai kesesnalan sertipikat hak 

atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rmnah Susun yang bernangkutan 

dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupatenl Kota 

setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli. 
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b. PPAT hanya dapat menandatangani ak:ta pemindahan bak alas Tanah atau 

Hak Milik Alas Satuan Rumah Susun pada saat wajib pajak meuyerahlam 

bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dau Banguuan, bukti pelunasan pembayaran PPh (Pajak 

Pengbasilan) serta bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Banguuan) 1ahun 

yang beijalan 

c. PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima bak dalam pemindahan 

bak alas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun mengenai Surat 

Pemyataan yang menyatakan bahwa : 

1). Yang bersangkutan dengan pemindaban bak lersebut tidal< menjadl 

pemegang hal< alas Tanah yang melebihi ketentuan maksimum 

pengu.,..an Tanah menmut kereotuan Peraturan Pemudaug­

nndaugan yang berlakn; 

2). Yang bersangkutan dengan pemindahan hal< tersebut tidal< me11jadl 

pemegang bak atas Tanah absentee (guula!) menurut ketentuan 

Peraturan Pemndang-nndaugan yang berlaku; 

3). Yang bersangkanm menyadari bahwa opahila pemyatasn 

sebagalmana dimakand pada I dan 2 le!sebut tidal< henar, maka 

Tanah kelebihan atau Tanah absentee tersebut menjadl objek 

landrefurm; 

4). Yang bersangkanm bersedia menangguug semua alcihat bnlrutnuya 

apahila penayataan sebagaimana dimaksud pada I dan 2 tidal< henar. 

d. PPA T wajib membaca..:an ak:ta kepada pam pihak yang bersangkutan dau 

memberi pcnjclasan mcngcnai lsi dan :maksud pcmbuaJ.an akta., du.u 

prosedur Pendaftaran yang barus dilaksanakan se!anjulnya sesuai 

e. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang 
•• • "" • ·~ • • ' ' > • .-~ • 
U.lf"-I~Un.;&U ..... ~ ................ p<-~IU«.U • l..iUU..., ....... <.U..l V'-'~JUUUU..U,W.t ............. V'-lli ........ V~I .l.t«.n.. 

Tanggungan atas nak atas Tanah :atau Hak Mi!ik Atas Saruan Ru:mait 
..., . . ' ..,-_,- ' .... . . .....,. ' 
_ _..., .... u }"'"5 u...~~"'"''"""' ..,...,pu..,u • ........, .. ,n .1 ... u.<.n.<o..u_ ... ,.u t~·...,p•:u._,._.,.._.._v,... 
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setempat selambat lambalnya 7 (tujuh) hari lrelja sejak dilaodatanganinya 

akla yang bersangkutan. 

b. Pelaksanaan Togas PPAT di Mernya Selatan 

Untak memberilreu suatu penyeimbang darl landasan teori 

mengenai pelaksanaan tugas PPAT seperti yaug telab diuraikan sub-bob point­

a diatas, maka perlu diperbaudingkan laadasan teori tetsebut dengan prakrlk 

pelaksanaan di lapangan, sebagai sumber data perbandingan pelaksanaan tugas 

PPAT di lapangan penulis melakukan pangambilan contnh data terbadap akla­

akla peraliban hak alas tanah yang dibuat oleh Ny. ANNE MEYANNE 

ALWIE, Saljana Hukum, PPAT dengan wilayah lrerja Kotamadya Jakarta 

Barat yang berkantnr di Kavling DKI Jalan Menam N Blok 152/13, Meruya 

Selalan, Kembangan; adal'un peralihan-peraliban hak tersebut adalah sehagai 

berikut: 

1. Dabao penilihan Hak karena Jual Beli 

Dabao Peraliban Hak karena Jual Beli, Alcta Jual Bell dibuat 

oleh Ny. ANNE MEYANNE ALWJE, Saljana Hul:um, PPAT dengan 

daerah lrelja Kotamadya Jakarta Barat, yaug berlreotnr di Kav. DKI Jalan 

Menara N Blok 152 Nomor 13, Meruya Se1a1an, Kembangan, Jakarta 

Barat, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 29 tabun 2008 

tertanggal 5 September 2008; dalam akla tersebut diteranglreo bahwa telah 

terjadi jual bell antara Ny. Linda 1jandra sebagai Pihak Penjnai dangan 

Ny. Agustina Frisea Tongalu sebagai Pihak Pembeli yru~g identitas para 

pihak dibuktilreo dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta 

NPWP; objek jual beli meliputi sebidang tanah bersertipikat Hak Milik 

1135/ Meruya Selatan seluas 275 M2 berupa pelreraugan kosong yang 

terletak di Jalan Kavling DKI Blok 156 Nomor 17 Keluraban Meruya 

Selatan dimana sertipikat yang bersangkutan telah diperiksa oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat; jual beli tanah dilakukan 

daogan harga Rp. 283.800.000 (dna ratus delapan pulub tiga juta delapan 
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nrtus ribu rupiah) dengan petllbayarlm SSP oleh Pihak Penjual sebesar Rp. 

14.190.000 (empat bolas juta seratus sembilan pu!uh ribu rupiuh) dan 

pembayaran BPHfB oleh pihak Pembeli sebesar Rp. 1 Ll90.000 (sebelas 

juta seratus sembilan puluh ribu). 

Dalam peralihan hak karena palepasan hak atas tanah 

Kaveling, Akta Pelepasan Hak dibuat olen Notaris, sebagaimana yang 

tercantum dalam Akta Pelepasan Hak No. 6 tertanggal25 Nopember 2008 

yang dibuat oleh ANNE MEY ANNE AL WJE, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, berkantor di Kav. DKI Jl. Menara IV Blok 152 No. 13, Meruya 

Selaum, Kembangan Jakarta Barat, mrtuk Pelepasan Hak pada tanah 

kaveling seluas 250M2 yang terletak di Kavling DKI Blok 156 Kelurohan 

Meruya Selatan dimana pelepasan disepa.kati o!eh para pihak dengan berga 

Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima nrtus rupiah), untuk 

pelepasan hak disertai dokumen-<lokumen sebagaimana yang dicantumkan 

adaloh: 

a. Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal25 Nopember 2008; 

b. Kartu Perpetakan Tanoh Kebon Jeruk Blok 156 Pe<Sil No : 5 seluas 

250 M2, yang teloh diperiksa oleh Kantor Pernerintah Daerab Kbusus 

lbukota Jakarta; 

c. ldentitas para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Kartu 

Keluarga dan Akta Kelabiran; 

d. Bukti pembayarnn SSP oleh Pihak Penjual sebesar Rp. 21.525.000 

(dua pulub satu juta lima nrtus dua pulub lima ribu rupiah); 

e. Bukli pernbayaran BPHTB oleh pihak pembeli sebesar Rp. 18.525.000 

(delapan belas juta lima n1tUs dua pulub lima ribu rupiah); 

Dalam peralihan hak karena pelepasan hak atas tanah 

Keveling, Akta Pelepasan Hak dibuat oleh Notaris, sebagaimana yang 

tereantum dalam Akta Pelepasan Huk No. 20 tertangga126 Juli 2008 yang 

dibuat oleh ANNE MEY ANNE AL WJE, Sarjana Hllkum, Notaris di 

Jakarta, berkantor di Kav. DKI Jl. Menara IV Blok 152 No. 13, Meruya 
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Selatan, Kembangan Jakarta Barat, untuk Pelepasan Hak pada tanah 

kaveling seluas 200 M2 yang terletak di Kavling DKI Blok 138 Keluraban 

Meruya Selatan dimana pelepasan disepakati oleh para pihak dengan harga 

Rp. 229.400.000 (dua ratus dua pulub sembilan juta empat mtus ribu 

rupiah), untuk pelepasan hak disertai dokumen-dokumen sebagaimana 

yang dicantumkan adalah: 

£ Akta Pelepasan Hak Nomor 20 tanggal26 Juli 2008; 

g. Kartu Perpetakan Tanah Kebon Jeruk Blok 138 Persil No : 9 seluas 

200 M2, yang telah diperiksa oleh Kantor Pemerintah Daetah Khusus 

Ibukota Jakarta; 

h. ldentitas para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 

Keluarga; 

1. Bukti pembayamn SSP oleh Pihak Penjual sebesar Rp. I 1.470.000 

(sehelas juta empat ratua tujub pulub ribu rupiah); 

J. Bukti pembayaran BPHTB oleh pihak pembeli sebesar Rp. 8.470.000 

(delapanjuta empat ratua tujubpulub ribu rupiah). 

2. Dalam Peralihan Hak Karena Pewarisan 

Dalam peralihan hak karena pewarisan yang dilakukan sebelum 

pembagian hak bersarna, sebelum dibuatkau Akta Pembagian Hak 

Bersarna No. 2 tahun 2007 yang dibuat oleh Ny. ANNE MEY ANNE 

ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kelja Kotamadya Jakarta 

Barat terlebih dahulu terjadi peralihan hak atas tanah pewarisan, dimana 

dalam proses peralihan karena pewarisan tersebut teijadi dengan 

melarnpirkan : 

a. Sertipikat Hak Milik No. 03370 Kelumhan Meruya Selatan atas nama 

pewaris; 

b. Surat Pemyataan dari para ahli waris mengenai penerimaan hak atas 

pewansan; 
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c. Sural kematian alas nama pemegang hak (pewaris) dari Kepala 

Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah 

sakit, petugas kesehatan yang berwenang ; 

d. Sura! tanda bukti sebagai ahli waris berupa sural keterangan ahli waris 

dari Kepala Desa!Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris; 

e. Bukti identitas ahli waris berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta 

Kelahinm dan Kartu Keluarga; 

f. Sura! SetOian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 

yang mencantumkan pelunasan bea penerimaan bak atas tanah karena 

waris, dihayarkan oleh para ahll waris. 

3. Dalam Perobebanan Hak dengan Pendaftanm Hak Tanggungan 

Untuk perulai'tanm Hak Tanggnngan yang obyeknya berupa hak 

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar 

atas nama pemberi Hak Tanggnngan, PPAT yang membuat Akta 

Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kega 

setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor 

Pertanahan berkas yang diperlukan yang terdiri dari : 

a. Fotokopi surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggnngan 

berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah; 

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02157 Kelurahan Meruya Selatan yang 

menjadi obyek Hak Tanggungan yang telah dlperiksa dan sesuai 

dengan daftar di Kantor Pertanahan Jakarta Barat; 

c. Lemoar ke 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33 tahun 2008 

tertonggal 10 Oktober 2008 yang dibuat oleh Ny. ANNE MEYANNE 

ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kotamadya 

Jakarta Barat yang berkantor di Kav. DKI Jalan Menara IV/152 No.13, 

Meruya Selatan, Kemhangan, Jakarta Barat; 

d. Salinan Akta Pernberiao Hak Tanggungan Nomor 33 tahun 20()8 yang 

sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sehagai 
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salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat 

Hak Tanggungan ; 

Segera sesudah temyata bahwa berkas yang bersangkutan 

lengkap, Kepala Kantor Pertanahan mendaftar Hak Tanggungan yang 

bersangkutan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan 

mencatatnya pada buku tanah dan sertipikat hak alas tanah atau Hak Milik 

Alas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yang 

tanggalnya adalah tanggal hari ketujuh setelah tanggal Ianda terima, 

dengan ketentuan bahwa apabila hari ketujuh tersebutjatuh pada hari libur, 

maka buku tanah Hak tanggungan dan pencatatan di alas diberi bertanggal 

hari kerja berikutnya. 

4. Dalam Peralihan Hak Berdasarkan Pembagian Hak Bersama. 

Untuk peralihan hak alas tanah yang dilakukan dengan pembagian 

hak bersarna, dilakukan dengan Akta Pembagian Hak Bersarna yang dibuat 

oleh PPAT, berikut dokumen- dokumen yang disertakan oleh Ny. ANNE 

MEYANNE ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT dengan wilayah kerja 

Kotamadya Jakarta Barat dalarn peralihan hak alas pembagian hak bersarna: 

a. Akta Pembagian Hak Bersarna No. 02 tahun 2007 tertanggal 23 Januari 

2007 yang dibuat oleh Ny. ANNE MEY ANNE AL WIE, Sarjana Hukum, 

PPAT dengan daerah Kerja Kotamadya Jakarta Barat; 

b. Sertipikat Hak Milik No. 03370 Meruya Selatan yang telah diperiksa dan 

sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Jakarta Barat; 

c. Identilas Para Pihak dalam Pembagian Hak Bersarna berupa Kartu Tanda 

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelaltiran. 

5. Dalarn peningkatan hak alas tanah. 

Untuk peningkatan hak, dilakukan dengan menyertakan dalarn 

formulir permohonan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dokumen­

dokumen sebagai berikut : 

! 
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a. Tanda Bukti Sertipikat Tanah yang akan ditingkatkan Hak-nya, menjad! 

Sertipikat Hak Milik (semula Hak Guna Bangunan) No. 6613 Meruya 

Selatan; 

b. !dentitas Pihak pemilik Hak Atas Tanah berupa Kartu Tanda Pendudnk 

dan Kartu Keluarga; 

c. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas objek 

Tanah; 

d. Bukti transfer pelw1asan uang pemasukan kepada negara untuk Pemberian 

Hak Atas Tanah sebesar Rp. 658.000,00; 

e. Surat Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 10 Juni 1985; 

f. Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan disertai bnkti pelunasan 

biaya Retribusi. 

6. Dalam peralihan bak atas tanah dengan dasar Hibah. 

Untnk peralihan hak atas tanah yang dilaknkan dengan dasar 

Hibah, dilaknkan dengan Akta Hibah yang dibuat oleb PP AT, berikut 

dokumen-dokumen yang disertakan oleb Ny. ANNE MEY ANNE AL WIE, 

Srujana Hnkurn, PPAT dengan wilayah keija Kotarnadya Jakarta Barat dalarn 

peralihan bak atas tanah dengan dasar Hibah : 

a. Akta Hibah No. 25 tahun 2003 tertanggal 10 September 2003 yang dibuat 

oleh Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, Srujana Hukum, PPAT dengan 

daerah keija Kotamadya Jakarta Barat; 

b. Sertipikat Hak Pakal No. 221 Meruya Selatan yang telah diperiksa dan 

sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan; 

c. ldentitas Para Pihak, bail< pemberi Hibah maupun penerima Hibab berupa 

Kartu Tanda Pendudnk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta 

Kelahiran; 

d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan; 

e. Bukti Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan; 

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
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c. Akibat Hokum yat1g Timbul Terlladap PPAT dalam Molaksanakan 

Tat1ggnng .Jawabnya Sebagai Pejabat Umum 

Pendaftamn pengaliban hak alas tanah merupaklm salah salu 

realisasi dari catur tertib di bidang pertanabJm, sehingga suaru pendaftamn 

pengaliban hak alas tanah merupakan jaminan kepastian hukum bag! 

penguas.:an dan pemilikan tanah sehagal Ianda bukti hak yang kuat. Untuk: itu 

dalam rangka mewujudkan catur terti.b pertanabJm, terutama tertib di bidang 

administmsi pertanahan, tugas dan peran serta PPAT untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan pendaftamn tanah sangat mutlak diperlukan, adapun tugas 

poknk dati PPAT ito sendiri adalah melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftamn tanah dengan membuat akta sebagai bukti Ielah dilalrulomnya 

perbuatan hukum terrentu mengenai hak alas tanah atau Hak Mllik Alas 

Sa!uan Runaah Susun, yang akan dijadiksn dasa.r bag; pendaftamn perubahan 

data pendaftamn tanah yang diakiba!kan oleh perbuatan hukum itu. 

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai 

berikot: 

1. Jna] beli; 

2. Hibah; 

3. Tukar Menukar; 

4. Pemasuknn dalam perosaban; 

5. Pembagian hak bersama; 

6. PemherianHak Guna Bangumm/HakPakai alas tanahHakMilik; 

7. Pemherian Hak Tanggungun; 

8. Pemberian kuasa membobankan Hak Tanggungan. 

Untuk: melaksanakan tugas pokok PPAT, seorang PPAT 

:mempu:nyai kewcnangan mcmbuat akta otentik mengcnai semua petbuatan 

b.uktnll sebagaimana terscimt diatas dan I' I' A:r banya berwenang membuat 

a.lc!a mengenai hak "'"' !ana.o alJru Hak Milik Atas Satuan Runaah Sl!S!lll yang 

terletak di dalam daerah kel)anya sedangkan unluk al<ta tukar menokar, aida 
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pemasukan k.e dalam perusahaan, dan akta pembagian bale bcrsama mengenai 

bcbcrapa bale a1l!s tanait dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak 

semuanya terletak di dalam daerah kelja seonmg PPAT dapat dibuat oleb 

PPAT yang daerah keljanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan 

tumah susun yang baknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta. 

Namun didalam prnktikoya, PPAT dalam menjalaokanjahalannya 

tidaklah mudah, sebagai pejabat umum yang memlliki kewenangaa membuat 

akta-akta oteotik yang bcrbubungan dengan perbuatan hukum dibidang 

pertanahan, PPAT dituntut uotuk mengedepankan pelayanan kepada 

masyarakat Dalam rangk.e pelayanan kepeda masyamkat tersebut,dituntut 

adanya tangguog jawab morn! dan tanggW>g jawah hukum pada diri seornng 

PPAT. Tangguog jawab moral adalah bcrkaitan dengan Sumpah Jabatan 

ketika yang bcrsaagkutan bcndak memulai tugas jabatanoya sebagai PPAT, 

dan tangguog jawab hukum meogacu kepada k.eteutuan perundang-undangan 

yang bcrlaku. Agar tangguog jawah yang diemhan seorang PPAT dapat 

terlaksana dengan baik maka seorang PPAT dituntut untuk bcaar-bcaar 

mengerti dan memahami isi peraturan perundang-undangan di bidaag 

pertaaahan dan menguasai ilmu di bidang Pertanabao; sebab ji.ka tidak 

mengerti dan memahami isi peraturan perundang-undangan di bidang 

pertaaahan dan menguasai ilmuu di bidang pertanahan, maka peluang untuk 

menyalewengk.en keweaangan dan tangguogjawah dari PPAT sangat bcsar. 

Konsekwensi yuridis dengan dibmggamya peraturan perundang-

. undangan oleb PPAT sangat bcrat. Sebagai eontoh adalah bagi PPAT yang 

dalam melaksanakun lUgasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan yang 

dimakaud dalam Pasa!39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Taoah serta ketentuan dan ~uk yang dibcri.kan oleh Menlmi 

atau Pejabat yang ditunjuk, dikenakan tindakan administratif bcrupa teguran 

tertulis sampai pembcrbcntian dari jabalannya sebagai PPAT, dengan tidak 

mengurangi kemnngkinan dituntut ganti kerogian oleb pibak yang menderita 

kemgian yang diukibatkan oleh disbaikannya ketentuan-ketentuan tersebut. 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



58 

PPAT juga dapat diberhentikan oleh Menteri, PPAT diberhentikan dengan 

lrormat dari jabatarmya !mrena permintaan dari PPAT sendiri dalam lreadaan 

PPAT diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI; PPAT juga dapat 

diberhentikan dengan honnat bila PPAT tidak lagi mampu menjalankao 

tugasnya lmrena keadaan kesebalan badan otau kesehatau jiwanya setelah 

dinyatakao oleh tim pemeriksa kesebalan yang berwelUIJ!g alas permintaan 

Menteri atau pejabat yang dituojuk atau bila PPAT melakukan pehmggaran 

ringan terhadap larangan atau kewajibao sebagai PPAT; namun PPAT jega 

dapat diberhentikan deogan tidak honoat dari jabalannya karena melakukan 

pelanggaran berat terbadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT atau 

dijatuhi hukuman kurungao atau penjata karena melakukan kejahatan 

perbuatan pidana yang diancam deogan huknman kurungan atau penjata 

selama-balUII!ya 5 tahun atau lebih berat berdasarl:an putnsan peogadihm yang 

sudah memperoleh lreknatan hukum tetap; pemberheutiao deogan tidak hormat 

seperti tersebut dialas dilakukan setelah PPAT yang bersaogkutao diberi 

kesempatan untuk mengajukao pembelaao diri kepada Menteri sedangkan 

PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diaogkat lrembali meojadi 

PPAT untuk daemb lrerja lain daripada daemb keljanya semula, apabila 

fannasi PP AT untuk daemb keija tersebut belum penuh. 

PPAT dapat diberhentikan untuk sementara darijabatarmya sebagai 

PPAT karena sedaog dalam pemeriksaan peegadilan sebagai terdakwa suatu 

perhuatan pidana yang diancam deogan hukumao kurungan atau penjara 

selama-lamaoya 5 tahun atau leJih berat; pemberheutian sementara tersebut 

berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh lreknatan 

hukum tetap. 

Dahun tangka. mewujudkan fungsi dan tanggung jawah PPAT 

sebagai pelaksa.na peodaftaran tanah. maka akta PPAT Wl\iib dibuat 

sedemikian rupa, seidagga dapat dijadikan da.sar yang kuat untuk pendaflaran 

pemiudahan hak, pemberian hak dan pembebanan hak yang bersangjrutan, 

berkaitan dengan itu maku untuk mentinimalisasi kesalahan yang seringkali 
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terjadl dalam pemblllllan akta, sehingga akta yang dibuat PPAT menjadl dapat 

disebut sebagai akta otentik dan memiliki kaklllllan pembuktian yang lruat, 

maka beberapa hal penting yang barus diperbatian oleh PPAT antara Jain 

adalah sebagai berikut:" 

a. Kepastian tanggal pemblllllan Akta. 

Kepastian tanggal penling dan meneotukan bagi orentisitas Akta apabila 

diamati pada awal akta, adanya kalimat "pada hari 

ini ........ tanggal .•..... ,menghadap kepada says, .•.... " kalimat baku yang 

demi.kian dimaksudkan agar adanya kepastian tanggal dibuatnya akta 

PPAT. Tanggal maupun nomor akta barus dicantumkan pada saat 

bersamaan ditandatanganinya akta PPAT di hadapan PPAT yang 

bersangkutan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah idemitas para 

pengbadap. PPAT barus jeli terl!adap kebenamn identitas para 

penghadap yang dapat diteliti dati Kartu Tanda Penduduk, Kartu 

Keluarga, Akta Keluarga, Pasport dan Sural Izin Meagemudi para 

penghadap. 

b. Persetujuan suami/isteri pihak yang meagalihkan hak. 

Persetujuan suamilisteri diperlukan apabila objek yang dialilikan 

merupakan harta bersama (barta yang dipemleb selama perkawinan); 

untak meagetabui apakah sebidang tanah itu merupakan harta bersama 

atau harta asal (baWl!Oil), maka diteliti tanggal perkawinan, tanggal 

sertipikat dan pemyataan pemilik tanah yang dialihkan merupakan harta 

bersama ataukah harta bawaan. Hal ini dilakukan untul.. memenuhi 

ketentuan dalarn Pasal36 ayat (I) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

taluin 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut: 

(1 ):"Mengenai harta berSama, suami atau isteri dapat berti.ndak atas 

persetujuan kadua belah pibak." 

43 Sugijanto~ Hal-lud yang perlu diperhatikan oleh Camat selaku P({}abat Peflfbuat Ala a Tanah; 
Maka!ah disampaikan pada """"' Konsulmsi Tdmis Bidang Hak TlUlllh dan Pendaflaran TlUlllh di 
Surabaya 28,29 Juni 2007; Kantor Wiayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tunur 2001, 
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(2):"Mengenlli haria bawaan rnasing-masing, suami dan isteri 

mempunyal bak sepenuhnya untuk melakukan peibuatan hulrurn 

mengenlli haria baadanya." 

c. Tenlang Dewasa Hulrurn. 

Kecakapan seseorang untuk molalrukan perbuaton hukum pen.ting 

diperbati.kan dengan melihat usia dari pam pihak. Dalam pembuaton 

peijanjian yang objeknya adalah tanah, maka syarat dewasa sesuai hulrurn 

perdata harus benar-benar dlpeibati.kan. Borkenaan dengan usia dewasa 

perdata tersebut, menurut ketentuan Pasal 330 juncto Pasal 1330 

KUHPerdata pam pibak harus sudah berusia 21 tabun atau sudah pemah 

menikab sebelumnya. diaogg"l' cakap untuk melakukan perbuatan bukum. 

d. Pengisian blanko PPAT. 

Blanko akta PPAT yang saat ini dipergunakan, sesuai contoh dalam 

lampinm Peratumn Menrerl Negara Agrnria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor.3 tabun 1997; ruang koseng yang terdapat duhna blangko 

akta. sekinmya menurut para pibak dan pula menurut pertimbangan PPAT 

tidak perlu diisi, ugar dibubuhi garis hitam. Dentikian pula coretan pada 

cctakan kalimat (kelebiban kalimat) yang bakan renvoi cukup dibubuhi 

paraf PPAT. PPAT wajib membacakan dan menjelaskan sepedunya isi 

akta yang dibuat para pibak sebelum para pibak dan para suksi 

membububkan tanda tangan/C!Ijl jempol pada akhir akta. 

e. Tertib Pembuatan Protokol PPAT. 

Protokol PPAT adalah sekumpulan bundel asli akta PPAT sorta 

bukularsipldatlar lein yang berbubungan dengan pembuaton akta. Protokol 

PPAT morupekan atSip Negarn, oleh karena itu Wlljib dlkelola sebaik 

mangkin dan penyimpanannya ugar dijaubkan dari kemungkinan 

kerusakan. Bagi Camat sebagai PPAT-Sementara yang akan dipindah 

tugaskan atau diberbentilam, maka setab terima protokol PPAT Wlljib 

di1akukan kepada Carnal yang mengganti.kannya pada waktu pelamikanya 
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sebagai Carnal setempat dengan disaksikan o!eh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten!Kota. 

Ketidaktertiban PPAT yang tidak menyerahkan laporan bulanan 

mengenai akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan merupakan indikasi 

babwa tanggang jawab Yuricfis PPAT demi terlaksananya catur tertib tidak 

ter!aksana dengan baik. Sebab dengan tidak mengirimkan laporan bulanan 

mengenai akta yang dibuatnya, PPAT yang bersanglrutan melanggar ketentuan 

Pasal 26 ayat (3) Peratoran Pernerintah Nomor 37 tahun 1998 yang 

menyatakan babw PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang 

dibuatnya yang diambil darl bulru dllfulr akta PPAT sebagaimana dimaksud 

pade ayat (1) kepada Kopala Kantor Pertanaban dan Kantor-Kantor laln sesnai 

kelentuan Undang-Undang atau Peratoran Pemerintah yang berlakn selambel­

lambelnya tanggall 0 bulan berikutnya. 

Katentuan PasaJ 62 ayat (l) Peraturan Kepala Badan Pertanabaa 

Nasionai Nomor 1 tahun 2006 menyatakan babwa PPAT wajib menyampaikan 

laporan bulanan mengenai semua akta yang dibuatnya paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya kepade Kepala Kantor Pertanahan dan Kapala Kantor 

Wilayab. 

Bagi PPAT yang tidak tertib menyerabkan laporan Bulanan 

mengenai akta yang dibuatnya maka Kepala Kantor Pertanabaa akan 

memberikan teguraa tertulis kepada yang bersangkutan; teguraa tertulis 

tersebut berupa peringatan babwa yang bersangkutan pade bulan tersebut tidek 

mengirimkan !aporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya 

Secara filosofis, jabatan PPAT adalab jabataa Profesional dan 

spesialisas~ dengan keabliannya di bidang hulrum pertanahan. Untuk 

menguasai masalab tanab tidak culrup banya pendidiksn dua tahun, tetapi 

dituntut pengalaman dan penguasaan materi terhadep arus liberalisasi serta 

investasi; selaln itu, jumlab PPAT yang memilild kemampaan yang andal dan 

profusional sudab sangat banyak dan semakin bertambab tiap tahunnya. 
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Dengan dipatuhinya segala penrturan mengenai hukum tanah oleh 

PPA T dalam rangka pelaksanaan tugas sehagai Pejabat yang membantu 

sebagian kegiatan Pendaf!aran Tanah, maka kondisi Tertib Administrnsi 

Pertanaban sebagai tujuan kegiatan Pendaf!aran Tanab dapat terlaksana 

dengan baik. Hal ini dapat memherikan dampak positif bagi terwujudnya 

lrondisi Catur Tertib Pernmaban. Dengan adanya kegiatan Pendaftaran Tanab 

yang terlaksana baik dan benar, maka tertib administrnsi pertanaban dnpat 

terlakeana; dengan terlaksananya tertih administmsi pertannhan, maka kondisi 

tertih hukum portannhan akan tercapai, karena masyarakat akan merasa 

mendapatkan jaminan hukum terhadap tanab-tanab yang mereka kelola 

chm/atau mereka kuasai. 

B. KEWENANGAN PPAT DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI 

MERUYA SELATAN PASCA PUfUSAN PERDAMAIAN RAGI PARA 

WARGA YANG TIDAK TURUT MELAKUKAN GUGATAN 

PERLAWANAN 

Selain masyarakat Meruya Selatan yang memilild ala! bukti bak 

berdasarkan akta jual beli dihadapan PPAT yang betwenang untuk akta jual 

tersebut. adn pula masyarakat yang tinggal sudah turun l<:murun hingga generasi 

ketiga atau keempat; masyarakat tersebut memilild bukti kepemilikan alas taaab 

seporti Sertifikut. Surat K.avling dan HBk Mllik Adat (Girik} yaag kesemnanya itu 

merupakan alas hak kepemiJikan alas tanah yang diakui oleh pemerintah dan 

tentunya herhak mendapatkan porlindungan hukum. 

Masyarakat t""ebut juga telab memelihara tanah dan bangunan yang 

adn di wilayab Memya Selatan dan juga pembayar pajak yang taa1 sebingga 

pembangunan inftastruktur di wilayab Meruya Selatan sudah !ertata sedemildan 

rupa; yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah suatu lingkungan hidup yang 

sudah tertata sedemildan rupa hams digusur hanya untuk kepentingan satu 

perusahaan yang notahene Ielah menelantarkan tanab yang konon telab dihelinya; 
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bukankah dengan terlewatinya jangka waktu terteotu diroana ornng yang memillld 

taoah tidak me!akukan intensiills penggunaan alas taoah tersebut dapat kehilangan 

halt atas taoahnya, dan sudahkah perusahaan tersebut membayar pajak atas taoah­

taoah tersebut yang "diklaim" milikPT. PORTANIGRA. 

Dalarn Pasal 20 dan 21 Undaog-undaog Pokok Agraria No. 5 tahun 

1960 menyutakan Hak Milik adalab turon terourun, terlruat dan Jerpenuh yang 

dapat dipunyai omng atas taoah dan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat 

mempunyai hak mi!ik, dinuma Girik adalab salab satu bukti kepemilikan taoah 

Hak Milik berdasarkan hukum Adat; peralihan halt atas taoah hanya dapat 

dilakukan dihadapan Pejabat yang telah ditunjuk oleh negara yaitu PPAT, namun 

mengapa Perusahaan yang hanya memegang girik tanpa ada bukti peralihan halt 

aills taoah dapat justru diroenangkan dari warga Memya Selatan yang memperoleh 

bukti peroilikan taoah berdasarkan lretentuan hukum yang berlaku dan Ielah 

didaftarkan pada kantor Pertanahan; padahal justru peraJJhan halt yang dilakukan 

oleh PT. PORTANIGRA tidak dibadapan pejaba! yang Ielah ditunjuk oleb negara 

dan tunpa ijin dari penguasa yang berwenang (Gubemur), dengan berdasarkan 

Perda No. 14 tahun 1977, sedangkan dilretahui babwa untuk membeli taoah 

deagan luas di atas 5000 m2 hadan hukum swasta harus terlebih dabolu 

mendapatkan Surat ljin Penetapan Prinsip Pembebasan Laban dari Guhamur. 

Adapun yang mendasari adanya Gugatan Perlawanan yang dilakulren 

oleh Warga Meruya Selalan adalab Pasal 378 Statsblaad !847 juncto 1849 No. 63 

tentang Reglemen Acara Perdata yang menyatakan habWR pihak-pihak Keliga 

berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putus!'~ yang merugikan halt-halt 

mereka; selain itu Warga Meruya Selatan sangat keberatan atas adanya Potusan 

Mabkaroab Agung No. 570 K/1999 tertuaggal 31 maret 2000 dan 2863 K/1999 

tertanggal 26 juni 2001, yang haik pertimhangan hukum maupun putusannya 

sangat tidak berdasarkan hukum dan fuktu hukum yang ada 

Dalam pertimbangan hukum Putusan MA no. 570 halaman 136 alinea 

kedua menyatakun babwa mengenai keberatan-keberatan kasasi add.! sampai 

dengan add.4 tersebut dapat dibeuarkan oleh Judex Factie, adatah merupakan 
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kesalaban dalam penernpan hukum karena dalam Berita Acara Sita Jaminan yang 

dilaksanakan oleh Jurusita Pengsdilan Negeri Jakarta Bmat tidak ada ootatan 

admya ban~gnnan atau rumah-rumah milik piliak keliga dan 

pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didaftarlom di Kantor Pertanahm Nasional 

Jakarta llarnt; hal ini berteataugan dengm pertimbangan hulrum judex mctie yll!lg 

mempertimhllllgkm sebaliknya. Majelis Hakim Agung juga tidak meneliti Berita 

Acara Sita Jaminan yaug dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Bamt 

yang mana dalam Berita Acara Sita Jaminan tidak menyebutkan siapa yang 

menunjuk batas-batas tanah sengketa dan saksi yaug menunjukan batas-batas 

Tanah Sengketa adalah hllllya Pegawai Pengsdilan Negeri Jakarta Barat, padabal 

ymg mempunyai data atas buku Letter C untuk bidang-bidang tanah yang ada di 

wilayah Mernya Selatan adalah Kelurahan Meruya Selatan, dengan demlldan 

hanya lurah atau staf kelurahan yaug dapat menunjukan batas-batas tanah 

sengketa seeam akumt dan sesnal data yaug ada peda buku Letter C, selain itu Sita 

jaminan banya dibadiri oleh Pibak Penggugat taupe dibadiri pibak Tergugat dan 

dalrun Berita Acara Sita Jaminan No. 161/PdLG/1996 tertanggal 7 April 1997 

tertulis bahwa banmg-barang yang telah disita diserahk.an kepada lr. Benny 

Purwanto Rachmat sebagai penggugat, hal ini bertentangm dengan SEMA No. 05 

Tahun 1975 tertanggal l Desember 1975 huruf g yang menyatakan agar benda­

benda yang disita tidak diserahkan kepada piliak Penggugat karenn akan 

menimbulkan kesan seolah-olah sndah pasti perkara akan dimenangkll!l oleh 

Peuggngat. 

Majelis Hakita Agung jnga lldak mempertimbangkan bahwa bnkti­

bnkti yll!lg teleh di!Yukan oleb PT. PORTANIGRA hanya berupe Fotokopi saja, 

sedangkll!l Ynrisprndensi MA tanggal 14 April 1976 No.70 KISIP/1974, 

menyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarkan banya atas surat-sumt 

bnkti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang seeam lldak sah dinyatakan sesnal 

dengan aslinya padahal lerdapat hal-hal penling yang secara suhstansial masib 

dipertengkarkan oleh pam piliak adalah dianggap merupakan bnkti-bukti yang 

lidaksah. 
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Bahwa berkaitan dengan bal-hal yang te!ah tersebut diatas da!am 

peri<ara ini para warga Meruya Se!atan memohon perbatian Pengadi!an Negeri 

Jakru:ta Barat mengenai beberapa fakta hukum yaitu bahwa warga Meruya Se!atan 

adalah merupakan pihak Ketiga yang dirugikan karena sesungguhnya yang 

bersengketu da!am perkru:a perdata Nomor 16111996 dan perkara perdata Nomor 

364/1996 adalah antara PT. Portanigra melawan H.Djuhri bin H.Geni cs 

(Muhammad Y mim Tngono dan Y ahya bin ltGeni) dimana PT.Portanigra Ieiah 

mengajakan permohomm sita eksekusi alas tanah yang tedetak di Kelurahan 

Meruya Selatan (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan (da!adu Kebon 

Jeruk) Jakru:ta Bam! yang seillnjutnya disebut sebagai tanah sengketu, berkaitan 

dengan dalil yang dikemukakan oleh PT. Portanigra bahwa pada tahun 1972 dan 

tahun 1973 PT. Portanigra telah membeli Tanah tersebut diatas dari H. Djuhri Bin 

It Geni cs; sedangkan alas hak yang digenakan oleh PT.Portanigra da!am 

mengajakan permohonan eksekusi adalah Potasan Kasasi Mabkamah Agung 

Nomor 570K/Pdt/1999 dan 2863/K/Pdt/1999 dan tanah Hak Milik Adat 

sebagnimana ternyata dalarn girik yang di'liakan oleb PT .Portanigra sehagai bukti­

bukti di dalam persidangun perkru:a peroata Nomor 161/1996 dan 364/1996 

tersebut, ternyata tidak menyebutkan batas-batas alas tanah sengkeiR dan perlu 

dieermati pula bah,..,. PT.Portanigra adalab suatu Badan Hukum yang didirikan 

berdasarkM hukum negam Republik Indonesia, padabal telah jelas bahwa banya 

perorangan dan WNI saja yang dapat memiliki tanah Hak Millk dan berdesad<an 

PP Nomor 38 tahun 1963 banya Badan Hukum tertentu yang dapat memifiki Hak 

Milik yaitu Bank yang didirikan o1eh negara, perkumpulan koperasi pertanian 

yang didirikan berdasarkan UU No. 79/1958, badan-badan keagamaan yang 

ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mend en gar Menteri Agama, dan 

badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanianl Agraria; hal ini 

berkaitan dengao Pasal 20 dao 21 UU Nomor 5 tahun 1960 tentaag UU Pokok 

Agraria yang menyatakan bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang alas tanah dan hanya WNI yang depat 
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mempunyai Hak Milik sedangkan girik itu serufui adalah termasuk bukti 

kepemilikan tauah bak milik rulat. 

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Portanlgm balk dalam perkara 

Nomor 16111996 dan Nomor 364/1996, PT. Portanlgm tidak dapat membuktikao 

rulaoya ijin pembebasan tanah-tanah yang didalilkan rula1ah milik PT. Portanlgra; 

terlebih lagi peralihan bak atas tanah-tauah sengketa tersebot belum feljadi karena 

sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan sendiri oleO. PT.Portanlgm dalam peakara 

perdata tersebut dialas dan jnga penetapen ekseknsi Nomor 10 EKS I 2001 dan 

Nomor II EKS /2007 tidak ada satupun girik-girik tersebut yang sudah alas nama 

PT. Portanlgra; dan sebagian besar bukti-bokti yang diajukan oleh PT.Portanlgm 

rula1ah berupa surat><SU.n~t yang bukan merupukan bukti kepemilikan atas tanah 

(surat permohonan pergantiao girik. surat kehilangan surat berharga dan surat 

kelakuan balk). 

Dalam berkas pembelrum yang dikeloarkannya, PT. PORTANIGRA 

mengaku secant sah berdiri sejak 3 April 1970 dan diumumkan dalam Berita 

Negara tanggal 10 Mei 1974 No.38, tambahan Berita Negara No.I tahun 1986. 

Perusahaan yang juga sempa! disebut-sebut sebegai perusahaan fiktif ini 

mengklaim tolah menyesuaikan Angganm Dasamya dengan UU PeJSeroan 

Terbalas pada 19 Oktober 2000. Anggaran Dasar ini juga telah disetujui oleh 

Menteri HukumdanHAMpeda I November2001. 

Al.kisah, pada tahuo 1972 PT Portanlgm "membeli" tauah dari warga 

Meruya Udik melalui Johri bin Geai sebegai koordinator. PT. PORTANIGRA 

kem:u<Lan mengaku pesif menungga keluamya Surat Persetujuan Prinsip 

Pembebasan I.aban!Lokasi (SP3L) yang seharusnya diterbitkan oleh Gubernur 

DKI. Namun pada 1974, Johri "menjual" kembali tauah tersebot kepada Pemda 

atas perintab dari Camat Kebon Jeruk. Reneananya tanah tersebut akan dijadikan 

tempe! relokasi warga alas pembebasan banjir Kana! Burat o1eb Pemda. Alas 

perintah Camat itulah, Johri meojual tanah tersebut keprula bebernpe pihak, yakui 

Pemda (15 Ha) pada tahuo 1974, PT Labarata (4 Ha) tahun 1974, Interoon (2 Ha) 

pada 1975, Copylas (2,5 Ha) pada 1975, Junus Qiafur (2,2 Ha) pada 1975, serta 
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kepada BRI (3,5 Ha) tahun 1977. Menurut Yan, setelah di kuasai Pemda DKl, 

temyata Pemda "menjual" kembali tanah tersebut kepada peronmgan. 

Tidak jelas mulai kapan, Jubri terlibat pen;elisihan dengan Mohammad 

Yatim Tugono, seorang anggota TNl yaug terlibat jual-beli, terkait penjualan 

kembali tanah. Pe,.elisibnn ini berujung pada penculikan Jubri. Mendapatkan 

laporan ini, Opemsi Pemulibnn Keamanan dan Ketertiban (Opstib-kesatuan polisi 

khusus bentuken Sudomo) turun taugan dan memeriksa permasalahan re..ebul 

PT. Portanigra yang saat itu dilibatkan Opstib, menyerahkan girik mereka 

sebanyak 357 map untuk dijadikan buk:ti. 

Masih berdasarkan cerita PT. Portanigta, Opstib kemudiau menjerat 

Juhri, Y ahya bin Geni (saudata Jubri), dan Tugono alas "penjualan" kembali 

tanah-tanah re..ebut dengan dasat penipwm, pemalswm, penggelapan. Jubri 

didakwa alas dagaan penggunaan swat palsu, Y abya bin Geni ketena 

menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan asli, dan MY Tugono kanenn 

melakukan penggelapan deugan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam 

akta, agar dapat dijual demi keuntungannya sendiri. 

Ketiganya kemudian diputus be..aJah dan diganjar hnkunnm penjara 

Jubri dihukum satu tahwt ditingkat Pengaditau Negeri pada 1 Nopembet 1985. 

Yahya dihukum Pengadilan Negeri pada 2 Desember 1987 selama dua bulan. 

Tugono yang membawa perkara pidana ini hingga tingket kasasi akbimya 

dihukum penjara satu tahun. Salah satu amar putusan bakim ialah perintah agar 

baraag bukti sural palsu dalam perkara Tugono dimU!!Dabkaa. 

Menurut pengakann PT. Portanigta, Jubri Cs beljauji akau 

meugembalikan tanah-tanah tersebut setelah diputus bersalah. T etapi kanenn tak 

kunjung terealisasi, PT. Portanigra akbimya menggugat Juhri, Yahya, dan Tugono 

seeara perdala. 

Gugatau perdata tembut diajukan betbekal putusan perkara pidana 

pengadilan atas ketiganya. Mereka digugat secant bertahap, setelah bukti girik 

pemsahaan yang disita opstib dikembalikan sebagian. 
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Dalam gugatarmya PT. Portanigra juga mengajukan permohorum sita 

jaminan atas tanah mereka seluas 44 Ha. Hakim mengabulkao penetapan sita 

jaminanNo.161/PdliG/1996/PN.Jkt.Bartanggal24Maret 1997 dimasul<kandalam 

berita acara sita jaminau tanggal 1 April 1997 dan tanggal 7 April 1997. Sita 

jaminau ini dilaksaoakan oleh Suwamo, Juru Sila Pengadilan Negeri Jakarta 

Barn!. Mengutip putusan kasasi MA, dalam penetapan sita jaminan disel>utkan 

l>ahwa sita akan dicatatkan pada Kelurahan setempat dan Badan Pertanahan 

Nasional Jakarta Barn!. 

Dioeritakan Pengadilan Negari Jakarta Barat memutuskan pada I 

April 1997 dan24 April 1997 l>ahwagugatan PT. Portanigra tidakdapatditerima. 

Alasan majelis antara lain gugatan kunmg pihnk karena PT. Portanigra tidal< 

menyertakan pera pemilik tanah lainnya diatas tanah sengketa tetsebut Hakim 

juga memerintahkan pengangkatan sita jaminan tetsebut Pengadilan Tinggi 

Jakarta menolak banding PT. Portanigra dan menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat. Tak puas, perusahaan yang menggeluti beberapa sektor 

usaha ini meogajakan kasasi ke Mahkamah Agung. Baru pada tingka! Kasasi ini 

Mahkamah Agang menerima gugatan PT. Portanigra un!uk sebagian. Dalam 

petasan Kasasi No. 570!K/Pdli1999jo.No.161/PdLG/1996/PN.JKT.BAR 

bertanggal 31 Maret 2000, Mahkamab Agung membatalkan putusan Pengadilan 

Negeri dan Peogadilan Tinggi serta memutuskan untuk meogadili sendiri; 

pertimbangannya amarn lain ialah pihak ketiga akan dapat melakakan 

bantabanlverzet terbadap sita jantinan atau pelaksanaan eksekusi bila memiliki 

bukti untuk mempertabankan haknya dan Juhri Cs juga tidal< memban!Wt dalil 

Portanigra. 

WAKTU KETERANGAN 

1972-1973 PT. Portanigra membeli tanah deri Juhri Cs totalnya seluas 

44Ha. 

1974-1977 Juhri "menjnal~ kembali tanah-tanah tersebut, antara lain 
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kepada Pemda, dengan menggunakan surat palsu. 

1 Nopember 1985 Jubri dihukum penjara satu tahun, karena dengan sengaja 

menggunakan surat palsu. 

2 Desember 1987 Yahya yang juga terlibat, dihukum dua bulan o1eh 

Pengadilan Negeri Jalwta Barat. 

1989 

24 Maret 1997 

M.Y. Tugono dihukum penjara selama satu tahun karena 

terbukti melakukan pengge!apan. 

Peugadilan Negeri mengabulkan permohonan penetapan 

sita Jaminan PT. Portlmigra setelah mengejukan gugetan 

Perdata kepada Jubri Cs. 

1 dan 24 April 1997 Pengadilan Negeri Jalwta Barat menyatakan gegetan PT. 

29dan30 

Oktober 1997 

Portlmigra tidak dapat diterima, serta mengengkHt 

penetBpan sita jaminan. 

Pengadilan Tinggi menguatkan putuaan Pengedilan Negeri, 

juga menyatakan tidak dapat menerlma gugetan. 

31 Maret 2000 dan Mahkamah Agung menerima Kasasi PT. Portlmigra. 

26Juni2001 

26 April 2007 

21 Mei2007 

Rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi peugosongan 

Tanah Meruya Selatan di Pengedilan Negeri Jakarta Barat 

Reneana eksekusi 15 Hektar lahan {tahap pertama). 

Sumber: Ketuangan Portanlgta dan Pu'llmm Kasasl 

.--~---
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Dalam Amar putusannya disebutkan sita jaminan dianggap sah dan 

bernarga. Juhri Cs melakukan perbuatan melawan hulrum sekaligus wanprestasi. 

Selain itu menyatakan PT. Por!alrigra sebegai pemilik yang sah obis tanah 

sengketa berdasarkan bukti-bukti, sena mengbulrum Juhri Cs dan semua orang 

yang mendapatkan bek dati mereka untuk mengosongkan taaah-tanah milik adat 

tcrsebut dan menyerahkannya dalam !ceadaan kosong kepada Por!alrigra. Putusan 

dikeluru:kan oleh Pengadilaa Negeri pada 21 Juni 2004. 

Pada putusan kasasi No.2863KlPUf/1999J.oNo.3641PDT.G/1996/ 

PMN.JKT.BAR tettangga126 Juni 2001, Mabkamah Agung membatalkan putusaa 

Pengadilan Negeri dan PengadUan Tinggi. Amar putusan Mabkamah Agung sama 

dengan putusan sebelumnya, karena memaag ini perkara yang sama dengaa girik­

girik pada tanah yang berbeda. 

Anebnya, penetapan ekaekasi baru dikeluarkan Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat tiga tahun kemudian. PT. Por!alrigra berdalih bahwa alasan 

menunggu ekselrusi hingga 2007 karena kini adalah momen yang pas, keadaaa 

menjadi kondusif, di tengah pemerintahan yang menjamin kepastian hukum. 

Dari kronologis singkat diabls diambil bebempa point punting yang 

mengarah ke sebuah kesimpulan, adapun uraian poinl-jJOint yang dimaksud adalab 

sebegai berikut : 

1. PT. Por!alrigra dalam mengajukan permohonan sita eksekusi atas tanah yang 

terietak di Kelurahan Memya Selataa {dahulu Meruya Udik), Kecamatan 

Kembangaa (dahulu Kebon Jemk) Jakarta Barat yang selaujumya disebut 

sebagai taaah sengketa, memiliki kaitan dengan dalil yang dikemukakan oleh 

PT. Por!alrigra bahwa pada tahun 1972 dan tahun 1973 PT. Portanigra telah 

~membeli" Tanah tersebut diatas dati H. Djuhri Bin H. Geni es; 

2. Adapun dikemudian bari terjadi sengketa tanah atas taaah yang terletak di 

Kelurahan Meruya Selatan (dabulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan 

(dahulu Kebon Jeruk) Jakarta Barat antara PT. Por!alrigra dengan Jubri Cs; 
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3. Bahwa kedudukan Warga Meruya Selatan adalah sebagai pibak Ketiga yang 

dirugikan karena sesunggubnya yang bersengketa dalam perkara perdata 

Nomor 16111996 dan perkara perdata Nomor 364/1996 adalab antara PT. 

Portanigra melawaa H.Djuhri bin H.Geni cs (Muhammad Yatim Tugono dan 

Yahya bin H.Geni). 

Sebagai pibak ketiga yang diJ:ugikan, sebagian Warga Meruya Selatan 

me1akukan Gugatan Perlawanan terbadap Putusan Mahkaraah Agung yang 

didasari adanya Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Warga Meruya Selatan 

dengan dasar Pasal 378 Statsblaad 1847 juncto 1849 No. 63 tentang Reglemen 

A<am Perdata yang menyatakan hahwa pibak-pibak Ketiga berhak melakukan 

perlawanan terbadap suaru putusan yang merugikan hak-hak mereka. 

Dalam Gugatan Perlawanan yang dilakukan sebagian warga Meruya 

Selatan tersebut, diuraikan filkta-fakfa sebagai berikut : 

1. Bahwa PT. Portanigra dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan pembeli satu­

satunya atas tanah-tanah Ohyek Ekllekusi yang kesemuanya terletak di 

Kelnrahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dangan 1uas 

keseloruhan kmang lebih 44 Ha (440.000 m2); sedangkan berdasarkan Perda 

No. 14 fabun 1977 diketabni bahwa untuk membeli tanah dengan luas di atas 

5000 m2 badan hukara swasta harus terlebih dalndu mendapatkan Surat Jjin 

Peuetapan Prinsip Pembebasan Laban dari Gubernur, hal ioi dimana PT. 

Portanigra tidak dapat meuunjukan bukti bahwa tefab meropunyai izin 

Peuempan Prinsip Pembebasan Laban dari Gubemur; 

2. Peratur.m Peroerinfab Repubb'k Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Taoah Terlantar Pasal I ayat 5 menyebutkan 

bahwa tanah terlantar adalah tanah yang ditelanfarkan oleb pemegang hale all!S 

tanah, pemegang Hale Pengelolaan atau pihak yang telah mempemleh dasar 

penguasaan atas tanah tetapi belum meroperoleh hak atas tanah sesuai 

ketentllan peratunm perundang-undangan yang berlaku; tanah terlantar 

mempunyai kriterla yahu untuk tanah Hale Milik, Hale Guna Bangunan, Hale 

Guna Usaha atau Hale Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apahila 
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fllnah tersebut dengll!l sengaja tidak dipergunak>n oleh pemegll!lg baknya 

sesuai deogan keadaan a!au sifatnya dan tujuan baknya atau tidak dipelihara 

dengan bail<; dalam hal ini masyarnkat Meruya Sela!an telah memelihara fllnah 

dan bangunan yang ada di wilayab Meroya Sela!an dan juga pembayar pajak 

yang taat sehingga pembangunan in:frastruktur di wilayab Meruya Selatau 

sudah tertata sedemilian rupa; sedangkan PT. Portanig)'a sebenamya telab 

memasuki kriteria. terlewafulyajangka waktu tertentu dirnana orang atau badan 

huknm yang memiliki fllnah tidak melakukan intensitas penggunaan atas fllnah 

tersebut dan sebarusnya dapat kehilangll!l bak atas tanabnya, dan 

dipertanyakan pula mengeuai pembayaran pajak atas fllnah-fllnah tersebut oleh 

PT. PORTANIGRA; 

3. PT. Portanig)'a wlalab suatu Badan Huknm yang didirikan berdasarkan huknm 

negara Republik Indonesia; padabal telab jelas behwa banya pemraDgll!l dan 

WNI saja yang dapat memiliki fllnah Hak Milik deo berdasarkan PP Nomor 38 

!ahua 1963 banya Badan Huknm tertentu yang dapat memiliki Hak Milik yaitu 

Bank yang didirikan oleh negara, perlrumpulan kopemsi pertanian, badan­

badan ke.agamaan, dan badan-badan sosial; 

4. Penetapan Sita Jarninan yang dilakukan oleh juru sita berdasarkan Penetapan 

nomor !61/PdtG/1996/PN.Jkt.Brt tanggal I April 1997 dan Penetapao 

Eksekusi Pengosongll!l No. 10 dan 11/2007 Eks. Jo No. 161 dan 

364/PdLGf1996/PN.Jkt.Brt tanggal 9 April 2001, tidak diketabui secara pasti 

letak dan betas-betas tanehnya, bel ini dibuk:tikan daDgll!l Surat dati Ketna 

Pengadilan Negeri Jakar!a Barat tanggal 9 Mei 2007 

No.W1.Db.ht.l011521/2007 peribal bantuan untak melakukan peneHtian Letak 

. Taneh Obyek Sengke!a Eksekusi Putusan MA R1 No. 570 dan No. 2863 

tersebut; 

5. Beri!a Acam Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri 

Jakar!a Ilarat tidak ada catatan adanya bangunan-bangunan atau rumab-rumah 

milik warga yang terletak di Meruya Selatan dan tidak ada eataum bahwa 
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pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didaflarlom di Kantor Pertanahan 

Nasional Jakarta Barat; 

6. Berita Acara Sita Jaminan yang dibuat oleh Ju.rusita Pen!lll<filan Negeri Jakarta 

Barat tidak menyebutkan siapa yang menunjuk batas-batas tanah sengketa dan 

saksi yang menonjukan batas-batas Tanah Sengketa edalah hanya Pegawai 

Pen!lll<filan Negari Jakarta Barat, padahal yang memponyoi data atas buJru 

Letter C untuk bidang-bidang tanah yang ada di. wilayah Meruya Selatan 

edalah Kelurahan Meruya Selatan; dengan demildan banya lurah alau staf 

kelurahan yang dapat menunjukan batas-batas tanah sengketa secara akurat 

dan sesuai data yang ada pada buku Letter C; 

7. Sita jaminan hanya dihadiri oleh Pibak Penggugat tanpa dihadiri pibak 

Tergugat dan dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 161/Pdt.G/1996 tert!lnggal 

7 Aprill997 tertulis hahwa barang-barang yang telah disita diserahkeo kepada 

lr. Benny Purwanto Rachmat sebagai penggugat, hal ini bertentangan dengan 

SEMA No. 05 Tahun 1975 tert!lnggal 1 Desemher 1975 huruf g yang 

menyatakan agar henda-benda yang disita tidak diserahkeo kepada pihak 

Penggugat katena akan meahnbulkan kesan seolah-<Jlah sudah pasti perkara 

akan dimenangken oleb Pengguga~ 

8. Bukti-bulcti yang Ielah diajukan oleb PT. PORT ANIGRA hanya herupa 

Fotokopi saja, sedangkan Yurisprudensi MA tanggaJ 14 April 1976 No.70 

K/SJP/1974, menyatakan hebwa putusan pengadilan yang didasarkan hanya 

atas sumt-surat bulcti yang terdiri dati fumkopi-fotokopi yang secam tidak salt 

dinyatakan sesoai deagan aslinya padahal terdapat hal-hal penti.ug yang secara 

substansial masih diperteagkarkan oleb para pibak adalah dianggap 

merupakan bulcti-bukti yang tidak ~ 

9. Alas hak yang digunakan oleh PT .Portanigra dalam mengajukan pennohonan 

eksekusi adalah Pumsan Kasasi Mahkamab Agung Nomor 570K/Pdt!l999 dan 

2863/K/Pdt/1999 dan tanah Huk Mi1ik Adat sebagaimana temyata dalam girik 

yang diajukan oleh PT.Portanigra sebagai bukti-bukti di dalam persideagan 
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perkara perdata Nomor 16111996 dan 36411996 tersebu~ temyata tidak 

menyebutkan balas-balas alas tanab sengl<eta; 

10. PT. Portanigra tidak dapat membuktikan adanya ijin pembebasan tanab-tanab 

yang didalilkan adalab milik PT. Portanigra; terlebih lagi peralihan hak alas 

tanab-tanab sengk.eta tersebut belum terjadi karena sesuai dengan bukti-bukti 

yang diajukan sendiri oleh PT.Portanigra dalam perkara perdata tersebut dialas 

danjugapenetapan <ksekusi Nomor 10 EKS 12007 dan Nomor II EKS 12007 

tidak ada satupun girik-girik tersebut yang sudab alas nama PT. Portanigra; 

dan sebagian besar bukti-bukti yang diajukan oleh PT.Portanigra adalab 

berupa surat-surat yang bukan merupakan bukti kepemilikan alas tanab (sura! 

permohonan pergantian girik, sural kehilangan sura! berharga dan sural 

kelakuan baik). 

Fakta-fakta yang diuraikan dalam Gugatan Perlawanan dijadikan baban 

pertimbangan Hakim yang melahitkan Akta Perdamaian dengan isi yang intinya 

antara lain sebagai berikut: 

a. Babwa PT. PORTANIGRA menyatakan dan mengakui babwa para Warga 

Meruya Selatan dalarn Gngatan Perlawanan tidak 1agi terikat dengan Putusan 

Perdata Nomor 16111996 dan 36411996 dan Putusan Kasasi Mabkamab 

Agung Nomor 570KIPdtl1999 dan 28631K!Pdtll999; 

b. PT. PORTANIGRA menyatakan melepaskan haknya, tanab dan I atau 

beserta bangunan ntilik Warga Meruya Selatan dalam Gngatan Perlawanan 

dari Penetapan Eksekusi Nomor I 0 EKS/2007 dan Nomor II EKS/2007 dan 

secara hukum tidak termasuk atau tidak tercantum dan bukan lagi merupakan 

bagian Tanab Obyek Eksekusi yang akan dieksekusi berdasarkan Penetapan 

Eksekusi; 

c. Babwa dengan tidak termasuk tanab dan I atau tanab beserta bangunan ntilik 

para warga Meruya Selatan dalarn Gugatan Perlawanan dari Penetapan 

Eksekusi maka para warga Meruya Selatan tersebut adalab pemilik yang sah 

alas tanab dan I atau tanab beserta bangunan tersebut; 
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d. PT. PORTANIGRA selaku Pemohon Eksekusi setuju untuk mengajukan 

permohonan pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi hanya khusus yang 

menyangkut tanah dan I atau tanah beserta hangunan milik pam. Warga 

Meruya Sclatan dalam Gugatan Perlawanan. 

Dengan mempertimbangkan semua li!kta hukusa yang telah disebutkan 

dia!as yang disertalom warga Mernya Selatan dalam seouah Gugatan Perlawanan 

dcngan didasarkan pada lreyakinan bahwa sangat tidak berdasarltan hukusa apabila 

kesalahan yang dilakukan oleh PT.Porttmigra dan Djubrl cs memberikan dampak 

buruk dan kerugian yang dirasakan oleh para Warga Meruya Selatan sebagai 

pihak lretiga yang beritikad baik; akhiruya Persidangan Umum Pengadilan Negeri 

Jakarta Barn! pada tanggal 7 Januari 2008 memeriotahlren pam. pihak untuk 

mentaati isi persetujuan dalam Akta PeJjanjian yang relah disepaksti bersama 

sebagai berikat: 

1. Bahwa PT. PORTANIGRA menyataksn dan mengaku.i bahwa para Warga 

Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan tidak lagi rerilret dengan 

Pntusan Perdata Nomor 161/1996 dan 364/1996 dan Pntusan Kasasi 

Mahkamah Aguag Nomor 570K/Pdt/1999 dan 28631K/Pdtl! 999; 

2. PT. PORTANIGRA menyatalmn me!epaslren haknya, tanah dan I atau 

beserta bangunan milik Warga Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan 

dari Penetapan Eksekusi Nomor 10 EKS/2007 dan Nomor 11 EKS/2007 dan 

"""""' hukum tidak termasuk atau tidak 1=antum dan bukan lagi 

merup>J<llll bagian Tanah Obyek Eksekusi yang alren dieksekusi berdasarlren 

Penetapan Eksekusi; 

3. Bahwa dengan tidak termasuk tanah dan I atau tanah beserta bangunan milik 

pam. warga Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan dari Penetapan 

Eksekusi maku pam. warga Meruya Selatan tersebut adalah pemilik yang sah 

alas tanah dan /atau tanah beserta bangunan tersebut ; 

4. PT. PORTANIGRA selaku Pemohon Eksekusi setqju untuk meng'!iukan 

permohonan peugangkstan sita jaminanlsita eksekusi hanya khusus yang 
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menyangkut tanah dan f atau tanah beserta bangurum milik para Warga 

Meruya Selatan dalam Gugataa Perlawanan ; 

5. Untuk menghindari kesalaban administrasi dalam pelaksanaan sita alas 

Tanah objek F.ksekusi maka pam warga Meruya Selatan dalam Gugatan 

Peclawanan wajib menunjukan adanya Putusan Perdam.aian dan bukti 

kepemilikannya ketika Sita Eksekusi alas Tanah Objek F.ksekusi Perkem 

Perdata dilaksanakan ; 

6. Apabila ada salah seorang warga Meruya Selatan dalam Gugatan 

Perlawanan., keluarga dan pibak-pihak yang memperoleh hak daripadanya 

menghalangi Sita Ekaekusi atas Tanah-Tanah Objek F.ksekusi maka 

Perjanjian Perdamaian ini tidaklah menjadi batal, namun khusus yang 

menyangkut tanah f dan alaU tanah beserta bangurum milik mang yang 

menghalangi tersebut akan dieksekusi oleh PT. PORTANIGRA; 

7. Pam Pibak sepakat untuk mengambil langkah-langkah Yuridis dan non­

y uridis terbadap Pibak-Pibak terkait yang merugikan Plll1i Pibak baik seeara 

materiil maupun immateriil; 

8. Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku dan mengikat Para Pibak ketika 

dibanak.an oleh Majelis Hakim didepan persidangan yang terbuk.a dan dibuk.a 

secara umum; 

9. Para Pibak akan membuat sur.1t pemberitabuan kepada Instansi terkait 

bahwa tanah dan f atau tanah beserta bangurum milik Pibak Peruuna adalah 

tidak lagi menjadi bagian dari Tanah Objek F.ksekusi; 

l 0. Dengan disepakatinya Perjanjian PerdaJ!aian ini maka para warga Mernya 

Selatan dalam Gugatan Perlawanan selaku Pelawan akan mengakbiri 

Gugatan Periawanan berdasariam Perkem No. 4411Pdt.Gf207fPN.JKT.BAR. 

1ertangal23 Nopember 2007 dl Peagadiian Negeri Jakarta Barat; 

II. Para Pibak menerangkun dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini 

tidak akan pemab ben>khir I batal meskipun Para Pibak telah mengalihkan 

kepemilikannya k.apada pibak lain, dengan cam dan dalam bentuk apa pun; 

12. Pam Pibak wajib menaati isi Perjargian Perdam.ruan ini; 
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13. Bahwa agar pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi alas tanah dan/atau 

tanah beserta bangunan milik para warga yang tennasuk kedalarn Putusan 

Perdamaian menjedi sempurna dan guua mencegah timbulaya permasalahan 

hukmn alas tanah milik para warga 1en;ebut dari pibak-pihak lainnya pada 

masa yang akan datang maka Para Pibak bersama-sama akan meminta 

kepada instansi yang berwenang untuk meugeluarltan data fisik dan 

edministtasi termasuk rlwnyat tanah sesuai denguu ketentuan hnknm yang 

berlakn di Indonesia; 

14. Apahila dalarn penerbitan serti:fikat, sural perpetakan, surat-swat keterangan 

lain yang berbubuugan dangan kepemilikan tanah para warga Meruya 

Selatan dalam Putusan Perdamaian temyala ditemukan data fisik dan 

administmsi termasuk riwayat tanah tidak benar maka Para Pibak akan 

bersama-sama meminta pertangguugjawaban kepada Pibak-Pibak yang 

seharusnya berl!mggnngjawab """""'hukwn; 

15. Dengan dllaksanakannya selurnh ketentoan dalam Pe!janjian Perdamaian ini 

maka Para Pibak sepakat untuk soling membebaskan satu sama lain, dari 

segala tuntutan apapun, baik Pidana maopan Perdata, yaag mungkin ada di 

kemudian bari. 

Darl isi perjanjian dalarn Putusan Perdamaian diatas terk.esan bahwa 

sebenamya para warga Meruya Selatan dalarn putusan 1en;ebut mernang tidak 

mempunyai pilihan lain dan sebenamya hanya mendapatkan penegasan atau 

peuguatan alas Hak-hak mereka {dalarn hal ini hak alas kepemilikan tanah di 

Meroya Selatan) yang sebenarnya tanpa edanya Putusan Perdamaian ini-:>un 

memang sudah merupakan hak keperiillikan alas tanah yaag sah dan mempunyai 

kekuatan hnknm yang lrual karena diperoleh melalui suatu pendaftaran dan 

peraliban yang sah seoara hnknm; selain itu deugan dilahirkuanya Putusan 

Perdamaian tersebut semakin mernberlkan penegasan bahwa seolah-olah mernang 

PT. PORTANIGRA-lah pemilik tanah yang sah dan PT. PORTANIGRA memberl 

sebuah "toleransi" kepada para warga dalam Putusan Perdamaian untuk dialarl 

kepemilikannya alas tanah yang "dimililci" PT. PORT ANIGRA; secara otomatis 
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hila dilihat dari isi Putuson Perdamaian dapat dilogikakan bahwa bagi para Warga 

Meroya Selatan yang tidak 1mut dalam Gugatan Perlawanan dan tidak rermasuk 

dalam pihak dalam Putusan Perdamaian, tidak merniliki bak atas tanah di Meruya 

Selatan walaupun meruiliki bukti kepemililom atas tanah yang sah karena tanah­

tanah tersebut adalah "miiik" PT. PORTAN!GRA, padabal warga-warga tersebut 

(warga yang tidak termasuk dalam Putusan Perdamaian) meruiliki kualitas ala! 

hukti ke;'<'milikan hak atas tanah yang sama daagan yang dimiliki oleb Warga 

Meruya Selatan yang termasuk dalam Putuson Perdamaian terlepas dari Putuson 

Mahkamah Agung yang memenangkan PT. PORTAN!GRA sebagai pemilik tanah 

yang sab; dan sehubungan dangan sural dari Bambang Edhar selaku Perwakilan 

Kerukunan RTIRW Sekelurahan Meroya Selatan yang dibalas oleh pihak Kantor 

Permnaban daagan Sural Keterangan Status Sertifikat tertanggal 9 Januari 2008 

nomor 018/09-03/SKP yang ditandalangani oleb Drs. H. Roll b:awan, SH.MM 

selalru Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Bamt yang meoemngkan bahwa hidang 

tanah yang terletak di Meruya Selatan yang Ielah terdaftar seeara resmi di Kantor 

Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat adalah be!jumlah 7.823 bidang dengan status 

Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai dan sertipikat Tanah Wakaf 

dan set1.ifikat-sertifikat taneh yang direrbitkan tersebut seeara hukum sah dan 

berlaku, mengingat sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang 

membatelkannya maka Kantor Pertanahan Jakarta Barat te1ap menjamin 

pelayanan pertanaban terhadap permobonan Warga Meruya Selatan akan tetap 

berjalan seperti biasa dangan ketentuan memenuhi petSyamtan administrasi dan 

sesuai dengan ketentuan Hukum Pertanahan yaag berlaku; sehlngga telah dapet 

diambil sebunh kesimpulan bahwa bila sebenamya tanpa turut serta dalam sehnab 

Gugatan Perlawanan dan tercantum dalam Putuson Perdamaian-pun para Warga 

Meruya Selatan dapet te1ap melakukan sebuah kegiatan peralihan hak taneh atas 

tanah mereka di Meruya Selatan dan hila dikaitkan dengan Tugas dan Wewenang 

PPAT yaag tereantum dalam Peraturan Pemerin!ah nomor 37 !ahun 1998 serta 

praktek pelakaanaan togas dan wewenang PPA T itu sendiri di Meroya Selatan­

Jakarta Barat dimana pelaksanaan tugas PPAT di Meruya Selatan dalam paralihan 
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bak atas tanah telah dilaksaoakan sesuai dengan ketentuan yang bedaku balk 

secara tertib hulrum dan tertib administtas~ adapun status tanah (alas bak) itu 

sendiri diperoleh dengan prosedur yang sah balk tanah yang tennasuk dalam 

Putusan Perdamaian atau tidal< tennasuk dalam Putusan Perdamaian dan 

mengingat selama belum te.jadi sebuah eksekusi (dimana eksekusi tersebut 

sebenamya tidal< dapat dilaksanakan karena tidal< sah) maka PPAT seharusnya 

tetap dapat memiliki kewenangan untuk melukukan sebuab "Peralihan Hak Alas 

Tauab" alas tanah-tanah warga Meruya Selatan yang tidal< turut da!am Ougatan 

Perlawanan dan tennasuk da!am Putusan Perdamaian, melalui akta-akta yang 

dibuamya baik untuk tanah yang tennasuk di dalam putusan perdamaian ataupun 

tidal<, dan akta-akta yang dibuat PPAT tersebut merupakan sebuab Alcta Otentik 

dengan kekustan hulrum yang sab. 
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Dari seluruh petill!pll11Ul yang lertuang pada bab-bab sebelumnya, maka 

dalam menjawab pokok permasalahan dalam tulisan inl maka telah diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Di tinjau dari Tugas dan Wewenang PPAT yang tercantum dalam Pemturan 

Pemllrintah nomor 37 tahun 1998 serta praktek pelaksanaao tugas dan 

wewenang PPAT itu sendlri di Meruya Selatan-Jakarta Barat maka dapat 

disimpulkan babwa pelakl:anaan tugas PPAT di Meruya Selatan dalam 

peraliban hak atas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentumt yang 

berlaku balk secara tertib hukum dan tertib administrasi. 

2. Berk.aitan deogao kewenangan PPAT dalam peogalihan hak atas tanah dl 

Meruya Selatan bagi para warga yang tidak turut melaknkan gugatan 

perlawanan, berdasarkan uraian dao pemaparan fakta-fak:ta diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa secara logika perbedaaan kekaatan Hak Atas 

Tanah yang dimillki oleh Warga yang melakukaa Gugatan Perdamaian dengan 

Warga yang tidak turut melaknkan Gugutan Perdamaian hanya!ah pada 

tercantum atau tidaknya nama mereka (beserta alas hak mereka) didalam 

Putusan Perdamaian (Akta f erdamaian), dimana isi Putusan Perdamaian itu 

sendiri telah mengeluarican para warga yang namanya tercantum didalam Akta 

Perdamaian dari Putusan Mahkamah Agung, sehingga sebenamya pada 

ptinsipnya balk warga dalam Putusan Perdamaian dao warga yang tidak ada 

dalam Putusan Perdamaian memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah di 

Meruya Selatan dengan kekaatan hukum yang sama kanlna diperoleh dengan 

prosedur hukum yang sah. Apahila seandainya dalam waktu berikntnya para 

warga yang tidak turut melaknkan Gugatan Perlawanan mengiketi langkah 
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yang dilakukan warga yang lainnya untuk melakukan sebuah Gugatan 

Perlawanan maka seharusnya tindakan tersebut juga dapat melahirkan sebuah 

Putusan Perdarnaian yaug akan mengeluarkan warga tersebut dari Putusan 

Mahkamab Agung. Selain itu perlu diperbatikan pula babwa berdasarkan sural 

keterangan yang di keluarkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat 

dinyatakan bahwa sejumlah 7.823 bidang tanah bersengketa di Meruya Selatan 

yang dimiliki warga dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta 

Hak Pakai, Sertipikat Tanah Wakaf memiliki sertipikat-sertipikat tanah yang 

diterbitkan berlaku sah seeara hukum dan mengingat sampai saat ini tidak ada 

putusan pengadilan yang membatalkannya maka Kantor Pertanaban Jakarta 

Barat tetap menjamin pelayanan pertanaban terhadap permohonan pendaftaran 

peralihan hak alas tanah Warga Meruya Selatan akan tetap betjalan seperti 

biasa deugan ketentuan selarna peralihan hak tersebut memenuhi persyaratan 

administnlsi dan sesuai dengan ketentuan Hukum Pertanahan yang berlaku. 

Maka sebenarnya PPAT tetap berwenang dalarn melakukan Peralihan Hak alas 

Tanah terhadap tanah warga Meruya Selatan yang tidak turut melakukan 

Gugatan Perlawanan, dengan catatan peralihan tersebut tidak serta merta 

dilakukan mengingat terganjal status tanah sengketa. Hendaknya dokumen 

untuk peralihan Hak Alas Tauah yang masuk di pending terlebih dabulu 

sampai ada kepastian hukum lebih lanjut, mengingat posisi kasus yang ada 

bahwa Eksekusi yang akan dilakukan adalah kategori non-executable dan 

cepat atau larnbat akan mengeluarkan status tanah warga secara keselurulum 

dari Putusan mabkamab Agung. Adapun status tanah (alas hak) itu sendiri 

diperoleh Warga Meruya Selatan dengan prosedur yang sah baik tanah yang 

termasuk dalarn Putusan Perdamaian atau tidak dan mengingat selarna belurn 

terjadi sebuah eksekusi ( dimaua dari basil pemaparan fulda, eksekusi terse but 

sebenarnya tidak dapat diJaksanakan karena tidak sah) maka PPAT seharusnya 

tetap dapat melakukan sebuah Peralihan Hak alas Tanah dengan akta-akta 

yang dibuatnya baik untuk tanah yang tennasuk ke dalarn Putusan Perdamaian 
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ataupun !ldllk, dan akta-akta yang dibuat PPAT tersebut merupakan Akta 

Otentik dengan kekuatan hukum yang sah dan sempurna. 

3. Kasus sengketa tanah di Meruya Selatan muncul ke permukaan tak lain lwena 

tedadlnya sebuah praktek mene!antarl<an tauah. Selama bertahun-tahun PT. 

Portanigm memhiarkan tauah seluas 44 Ha tanpa pengelolaan, tanpa alas bak 

peralihan tanah dan tanpa pemel.ihaman tauah yang signifikan (indikasinya 

dalam pemhayaran pajak) sehingga memberi kesempalan pihak lain yang 

dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yang diteruskan la:pada Warga 

Meruya Sclatan untak memohon flak Atas Tanah yang dikuasainya dan 

melakukan peomanfaatan tedladap tauah yang dikuasainya. 

B. Saran 

Dalam tesis ini. berdasarkan kesimpulan yang telab di peroleh Penulis 

berinislatif memberikan saran-saran sehagai berikut: 

I. Putusan Pengadilao merupakan karya Hakim; Hakim sebegai maousia hiasa 

tidak luput dati kesalahao dan kekhilafim. Dalam suatu perkara yang berakhir 

dengan putusan pemidanaan yang berkekoatan tetap, mungkin terjadi hahwa 

kemudiao timbul fakta-fulrta alan keadaan-keadaan yang menyatakao bahwa 

tetpidana tidak bersalab. Adanya lretidakadilan, hal ini yang memungkinkan 

sebuah pengeeualian, mempertahani<Bn suatu putusan yang tidak adil tidak 

merupakan syarat bagi. hukum. bakan pula tuntutan la:pastian hukum. Swrtu 

upaya alan """""' untuk memperbailci kekhilafun harus dimungkinkao tetapi 

juga barns disettai dengan syarat-syamt ketat, bukan sebaliknya, dengao akibat 

hahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, menjadi 

longgar ikatannya etau meojadi tidak karuan kedudukannya. Untak 

menempalkan putusan tetap yang meleoeeng tetsebut kembali pada posisinya 

yang benar, yaitu memberikan keadilan, make perlu ada upaya hukum luar 

biasa atau istimewa; keistimewaannya terletak pada hahwa upaya hukum luar 
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biasa tmebut merupalam sarona untuk membatalkan Putusan Pengadilan dan 

penggunaannya diatur dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tersendiri. 

2. Sebagai Pibak Ketiga yang mell!Sa dirugikan, maka warga Meruya Selatan 

tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali, namun dapat mengajukan suatu 

Gugatan Perlawanan; dasar yang digunakan sebagai alasan gugatan di 

Pengadilan, biasanya berupa dalil babwa Pemerlntah di dalwn menerbitklm 

kepntusan tersebut, tela!> melakukan perbuatan melawan hukum dan dari 

Gugatan Perlawanan tersebut akan labir sebuah Pntusan Perdamaian yang 

berupa sebaab Akta Perdamaian dimana mernpakan suatu produk dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

3. Usaha-asaba untuk menghindari terjadinya masalah atau sengketa hak-hak atas 

tanah sebanamya dopa; dilakukan seeara preventif psda saat permohonan 

pemberian hak di proses. Tindakan yang barsifat pencegahan ini sebanamya 

lebih efclctif dibandingkan dengan asaba penyelesaian sengketa apabila 

masa!ah tersebut telah menjadi kasus dengan tiduk mengenyampingkan upaya 

teknis lnin berupa pembinaan peraturan serta keteutuan-ketentuan yang ada dan 

dalam pemberian bak a1as tanah hendaknya ada beberapa hal yang wajib 

diperbatikan dan hams ditempkan dengan disiplin; hal tersebut adalah 

mengenai: 

I) Subjek pemohon, dengan penelidan berupa data pribadi pemohon apakah 

sudah memeuuhi persyaratan sebagai pemohon yang ber!Jakllayak; 

2) Lokasi tmahnya, yang menyangkut letak sebemnnya tanah yang diumikan 

serta batas-batas yang tegas; 

3) Bukti-bukti perolehan baknya seeara runtutdan sah menurut bukum. 

4. Dalam kondisi lerk.ini. sebarusnya Mahkamah Agung (MA) dapat menyatakan 

pntusan untuk mengeksekusi lahan seluas 44 bektar di Meruya Selatan, Jakarta 

Bamt, tidak dopa; dilaksanakan. Pembatalan pelaksanaan putasan adalah 

mekanisme yang biasa di MA; kebijakan itu bisa diarnbil jika kondisi obyektif, 

antam lnin kepemilikan sertifikat oleh warga seternpat, tidak mernungkinkan 

untuk menjalankan putusan itu. Selain itu, keberadaan pulnhan ribu warga yang 
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temncam akan kehitangan tempat tinggal jika ekselrusi dilaksanakan juga bisa 

menjadi pertimbangan tertentu. 

5. Kasus sengketa lllnah Meruya Selallln sebenamya bukan termasuk kasus yang 

pelik., km:ena sudah sangat jelas posisi para pihak betada dimana dan dan sudut 

pandang awam·pun dapat diketabui benar dan salah dalam perkara ini, namun 

adanya modus terlllntu di balik putusan pengadilan tersebut mengakibatk:an 

kerancuan dallUil hukum. Dapat dikatakan ada unsur poli!'k di batik peristiwa 

eli Meruya Selatan, yaitu pendisttibusian laban yang tidal< mereta. Sengketa 

antar kedua pihak itu bisa saja merupakan rekayasa, dan Ielah diatur akan 

ditunjuk salah satu pihak menjadi pemenangnya. Apolagi putuswmya keluar 

secara tiba·tiba dan tidak ada warga yang ikut campur dalam masalah itu. 

6. Tindakan yang terpenting kini adalah bagaimana upaya yang barus dilalrukan 

untuk mengbilangkaa status quo PPAT dalam melalrukan proses pemlibao bak 

atas tanah di Meruya Selatao yaitu tiudak laqjutnya adalah melakakan upaya· 

upaya bukum (litigasi maupun non-litigasi) agar dapat membatalkao putusao 

Mahkamah Agung tersebut, km:ena apabila dilihat dan asas keadilan dan 

semangat dan hukum yang reroipta dimana bukum tersebut dibuat guna 

meiindungi masyarakal, putnsan Mahkamah Agung jelas tidak mempunyai 

kualifikasi ke arab penegakao keadilan. 

7. Sebagai tllmbahan, hendaknya dapat dilalrukan suatu penyeragaman dalam 

katentuan batasan usia dewasa dalam Undang·undang Jahatao Notaris dengan 

Petaturan Jahatan P<;iahat Pcmbuat Akta Tanah. Serperti yang kita ketabui 

bahwa dalam UU Jabatan Notaris di atur bahwa usia dewasa adalah 18 tabun 

sedlmgkaa dalam Peraturan jabatao PP AT usia dewusa adalah 21 tahun. ba1 ini 

memiliki implikasi terbadap ke<ukapan seseonmg dalam pembuatan akta tanah 

atau peralihan bak atas tanah. Dapat dibayangkaa kesalitan yang timbul bila 

seseomng yang beru.sia 19 tabun dapat melakukan jual beli dalam AJB namun 

terhambat km:ena tidak dapat mengatasoamakan dirinya dalam seboah sertifikat 

tanah. Hal ini akan berpengaruh pada tertib admin.istarasi pertaoahan. 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



85 

DAFT AR PUST AKA 

I. BUKU 

Abdurrabman. Tentang dan Sekitar UUP A, Alumni, Bandung: 1984. 

Abdurrabman. Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan 

Tanah di Indonesia, Alunmi, Bandung: 1978. 

Chomzah, Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia ) Jtlid /, 

Prestasi Pustakarya, Jakarta: 2003. 

Effendi, Bachtiar. Kumpulan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung: 1981. 

Gautama, Sudargo. Hukum Agraria Antar Golongan, Penerbit Universitas, 

Jakarta: 1959. 

-------· Taftiran Undang-Undang Pokok Agraria, Ciua Aditya 

Bakti, Bandung: 1990. 

Hanitijo Soemitro~ Ronny. Metode Penelitian Hukum, cetakan IV. Ghalia 

Indonesia, Jakarta: 1960. 

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum 

Tanah, Djarnbatan, Jakarta: 1994. 

Harsono. Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang­

Undang Pakok Agraria, lsi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 

Jakarta: 2005. 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



86 

HutagaJung, Arie. Tebaran Pemildran Seputar Aiasalah Hukum Tanah, 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta; 2005. 

Jaya, I Nyoman Budi dkk. Tinjauan Yuridis. tentang Redistribusi Tanah 

Pertanian Da/am Ragka Pelaksanatm Landreform, Liberty~ 

Yogyakarta: 1989. 

Murad~ Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanak Alumni, 

Bandung: 1991. 

Parlindungan, A.P. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, 

Bandung: 1990 . 

.Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP No. 

24 Tahun 1997, Mandar Maju, Bandung: 1999. 

Roosadijo, Marmin. Tinjauan Pencabutan Hak-hak Alas Tcmah dan Benda­

Benda yang Ada di Atasnya, Ghalia Indonesia, Jakarta ; 1982. 

Soerodjo, lrawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, 

Surabaya: 2003. 

Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Akademika Pressindo~ 

Jakarta: 1986. 

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas 1'anah Dan Pendaftarannya, Sinar 

Grafika, jakarta: 2207. 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



&7 

Tanpa Penulis, SANKRJ (Sestem Administrasi Negara Kesatuan Indonesia). 

Lembaga administrasi Negara, jakarta: 2003. 

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Polwk-pokok Agraria (UUPA). 

____ .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradi/an Tata 

Usaha Negara. 

____ .Peraturan Pemerintah Nomor 1011961 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

____ .Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabal Pembual Akta Tanah. 

---~·Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor I tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabar Pembuat Akta Tanah. 

____ .Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badon Pertarwhan 

Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah. 

____ -Keputusan ]l.{enteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo Nomar 15 Tahun /997 dan 

Nomor 1 Tahtm 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



88 

Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana 

(RS). 

---~·Keputusan Menteri Negara Agrar;a I Kepala Bodan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik 

Atas Tanah untuk Rumah Tingga/ yang dibeli a/eh Pegawai 

Negcri dari Pemerintah. 

---~·Keputusan Menferi Negara Agrarta J Kepala Badon Pertanahan 

Nasiona/ Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik 

.Atas Tanah untuk Rumah Tinggal. 

ill. Makalobl Artikel 

Boedi Harsono, PPAT, Akta PPAT. dan Permasalahannya, Makalah, Temu 

llmiah Mahasiswa Notarial se Indonesia, Candra Wilwatikta, 

Pandll!lll, Jawa Timur, 25-6 Agustus, 1989. 

Tugas Camat 1'etap Beda Dengan Notaris, Jurnal Renvoi, Nomor 11 April Th. 

01/2004. 

Sugijanto, Hal·ha/ yang perlu diperhatikan oleh Camat selaku Pejabat 

Pembuat Akta Tanah; Makalah disampaikan parla acara 

Konsultasi Teknis Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di 

Surabaya 28,29 Juni 2007; Kantor Wiayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi Jawa Timur 2007. 

Wawan Setiawan, Riwayat Singkat Perja/anan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

di Indonesia, Jumal Renvoi, Nomor 04 September 2003. 

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009




